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Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

FERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR ¥ TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI KUDLIS,

Memimbang @ a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan  Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa dan guna memberikan
pedoman pembangunan desa vang partisipatil  dan
berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan
dan pemberdayaan masyvarakat Desa dengan program
pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan schagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten — dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2, Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Dcsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 {entang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
B Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 5558), scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa vang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nepara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5864);

2. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
lentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor &11);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Urmum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tabun 2019
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1262);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Eudus Tahun 20135 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Kudus Nomor @ Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daecrah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
185}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daecrah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten
Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah  Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tabhun 2018 Nomor 6);

MEMUTLUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN RKUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN DESA.

BAB |
KETENTUAN UNMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

3.  Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Kudus.

Bupati adalah Bupati Kudus.

Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki  batas wilayah wvang berwenang untuk
mengatur dan  mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang dialoai dan dihormarn dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu
perangkal Desa sebagai  unsur penvelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa  yang  selanjulnya
disingkat BPD adalah lembaga yvang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayvah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

Dana Desa  adalah dana yang  bersumber  dan
anggaran pendapatan dan  belana  negara  vang
diperuntukkan bagi Desa vang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
dan digunakan untuk membiavai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.,

Badan Usaha Milik Desa, selanjuinya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha yang scluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penvertaan
secara langsung vang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayvanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masvarakat Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan vang dimiliki
Desa meliputt kewenangan di bidang penvelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masvarakat,
hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenpggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
vang bersifal strategis,

Musyawarah Perencanasn Pembangunan Desa atau
yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masvarakatl vang diselenggarakan olch Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa vang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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. Peraturan Desa adalah peraturan  perundang-

undangan yang ditctapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunysi
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam denpan susunan fungsi kawasan
sehagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayvanan  sosial, dan  kegiatan
ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesasan adalah
pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam
upaya mempercepat dan  meningkatkan kuoalitas
pelavanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh
Bupat.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses
tahapan  kegiatan vang diselenggarakan oleh
pemeriniah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyvarakal secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian  sumber daya Desa dalam rangka
mencapal tujuan Pembangunan Desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan
Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan  kegotong  royongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial,

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian
dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial
mengenai keadaan obyekiil masyarakat, masalah,
potensi, dan berbagai informas terkait vang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyvarakat Desa,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjuinya disingkat EPJM Desa adalah dolkumen
perencansan kegiatan Pembangunan Desa periode 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjuinya
disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dar
REPJM Desa untuk periode 1 {satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM
Desa yvang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada pemerintah daerah melalui mekanisme
perencanaan pembangunan daerah.

Asel Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekavaan asli Desa, dibeli atau dipercleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Desa atau
perolehan hak lamn yang sah.
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Potensl Aset Desa adalah segala potensi Desa yang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
sumber daya manusia, sumber dayva sosial dan
budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber
daya lainnva, yvang dapat diakses, dikembangkan
dan/atau diubah olech Desa menjadi sumber daya
pembangunan vang dimilki atau menjadi Aset Desa,
dikelola, diolah, dimanfaatkan dan diperpunakan bagi
kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga vang
dibentuk oleh masyvarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masvarakat Desa,

Lembaga Adatl Desa adalah merupakan lembaga vang
menyelenggarakan fungs: adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa,

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat,

Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan
pemberdayaan Masvarakat Desa melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa
dalam penyvelenggaraan pembangunan Desa dan
pemerintahan Desa,

- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota

masyarakat Desa vang memiliki prakarsa atau/dan
vang dipihih oleh Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan  serta menggerakkan  prakarsa,
partisipasi, swadava dan gotong royong di kalangan
masvarakat Desa.

Tenaga pendamping profesional adalah sumber daya
manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di
bidang pendampingan pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat desa vang dirckrut oleh
Kementerian vang menyeleggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan  daerah tertinggal, dan
transmigrasi,

BARTI
PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Tahapan Pembangunan Desa

Pasal 2

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

.

perencanaan Pembangunan Desa;
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pelaksanaan Pembangunan Desa;
pengawasan Pembangunan Desa; dan
pertanggungiawaban Pembangunan Desa,

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Desa

Pazal 3

Perencanaan Pembangunan Desa  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, disusun aleh
Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala
lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Daerah.

Perencanaan  Pembangunan Desa  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dengan melibatkan unsur masyvarakat Desa.

Perencanaan  Pembangunan Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi aleh:

a. perangkat daerah;

b. tenaga pendamping profesional;

c. Kader Pemberdavaan Masyarakat Desa; dan/atau
d. pihak lainnya.

Tenaga  pendamping  profesional  sebagaimana
dimaksud pada avat [3) hurul b, terdiri dari:

a. Pendamping Lokal Desa;

b.  Pendamping Desa;

¢, Pendamping Teknis; dan

d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pihak lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (3

huruf d, terdiri dari:

lembaga profesional;

asosiasi profesi;

lembaga swadaya masvarakat;

perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan

lain;

e. organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi
keagamaan, OrEAnisas sosial, OTEANISAs]
kepermudaan, organisasi wanita, organisasi atau
kelompok seni budava;

f. perusahaan dan/atau hadan usaha lain; dan/atau

g. organisasi masyarakat lainnya.

oy B

Pasal 4
Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.
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Perencanaan  Pembangunan Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun sccara berjangka

meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka wakt 6 [enam) tahun;
dan

b.  RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPIM Desa scbagammana dimaksud pada ayat (2)
huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huraf
b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan
ditetapkan paling lambat akhir bulan September
tahun berjalan.

Ketentuan mengenal RPIJM Desa dan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Penyusunan RPJM  Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. tahapan penyvusunan RPJM Desa;

b. contoh  Keputusan  Kepala Desa  tentang
Pembeniukan Tim Penyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa;

c. penyelarasan arah  kebijakan Desa dengan
kebjakan pembangunan Kabupaten;

d. laporan hasil pengkajian keadaan Desa; dan

e, sistemabtika Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa.

schagaimana tercantum dalam Lampiran [ vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan

Bupati ini.

Penyusunan RKF Desa sebagaimana dimalksud dalam

Pasal 4 avat (1) huruf b, terdini dari;

a. tahapan penyusunan RKP Desa;

b. contoh  Keputusan  Kepala Desa  tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa;

¢. Rencana Kegiatan, Desain, dan Rencana Anggaran

dan Belanja;

. format rancangan dan daftar usulan RKP Desa;

lormat papu indikatif Desa; dan
formal kegiatan pembangunan vang masuk ke
Desa,

sebagaimana fercantum dalam Lampiran 1l yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupali ini.
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Pasal &

Keterlibatan unsur masyarakat Desa scbhagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2] meliputi:

a. mengikuri seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan
Desa;

b. menyvampaikan aspirasi, saran, pendapal hsan atau
tertulis;

¢. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu
dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;

d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa;
dan

e. memelihara dan mengembangkan rrilai
permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan
semangat kegotongroyongan di Desa.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

RPJM Desa memuat:

kondisi urnum Desa:

vizi dan misi kepala Desa;

arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
matnk rencana program danfatau kepiatan Desa
meliputi bidang penyelenggaraan Pemenntahan Desa,

ao e

pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa,

Pasal 8

(1} Penyvusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan
memperhatikan arah kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga
miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompok lainnva,

(2] Penvusunan RPIM Desa scbagaimana dimaksud pada
avat (1), dilakukan dengan kegmatan yvang paling sedikat
meliputi:

a. penyelenggaraan Musyvawarah Desa tentang
perencanaan Dess;

b, pembentukan tim penvusun RPJIM Desa;

c.  penyelarasan arah  kebyjakan  Perencanaan
Pembangunan Desa dengan arah  kebijakan
pembangunan  pemerintah  pusat, pemerintah
daerah  provinsi, dan pemerintah  daerah
kabupaten;

d. pengkajian Keadaan Desa;

e. penvusunan rancangan RPJM Desa;

%,A..nl{



11

[2)

(1)

2)

(3]

=10~

I.  penyelenggaraan Musrenbang Desa  yang
membahas rancangan RPIM Desa;

g, penyelenggaraan Musyawarah [Desa untuk
membahas dan menyepakati RPJIM Desa;

h. penyelenggaraan  musyawarah BPD  untuk
membahas dan menvepakati rancangan
Peraturan Desa tentang RPJM Desa; dan

i. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada
masyvarakat oleh Pemerintah Desa melalui media
dan [orum-forum pertemuan Desd.

Paragraf 2
Musyawarah Desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Desa

Pasal 9

Penyusunan RP.IM Desa diawali dengan
penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh
Pemerntah Desa.

Musyawarah Desa tentang perencanaan  Desa
schagaimana dimaksud pada avat (1) membahas visi
misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD, dan
prakarsa unsur masyarakat.

Paragraf 3
Tim Penyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 10

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan
RPJM Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPIM
Desa,

Tim Penyusun RPJM Desa sebapaimana dimaksud

pada ayat (1], terdiri atas:

a. pemhbina yang dijabat oleh Kepala Desa;

b. ketua yvang dipilih oleh Kepala Desa dengan
mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;

c. sekretaris yang ditmanjuk oleh ketua tim, berasal
dari perangkat desa; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masvarakat desa lainnya.

Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} huruf d, meliputi:

a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masvarakat,
tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan
keterwakilan kewilayahan,
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b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh
tani;

. organisasi atau kelompok nelayan  dan/atau
buruh nelayan;

d. organisasi atau kelompok perajin;

organisasi atau kelompok perempuan, forum

anak, pemerhati dan perlindungan anak;

perwakilan kelompok masyarakat miskin;

kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

kader kesehatan;

penggiat dan pemerhat lingkungan,

kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

OTganisas sosial dan /atau lembaga

kemasyarakatan lainnya sesual keadaan Desa.

m
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Tim Penyvusun RPJM Desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh)
orang.

Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimabksud
pada ayat (2] ditetapkan dengan Kepurusan Kepala
Desa.

Tim Penyusun EPJM Desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara proporsional mempertimbangkan
kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun RPJM
Desa dapat dibantu oleh pendamping schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d
yvang ditetapkan olch Kepala Desa,

Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan pendamping sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dibenkan honorarium sesual standar
satuan harga Pemerintah Kabupaten dan kemampuan
keuangan desa.

Pasal 11

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

.

P Ao

membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM
Desa;

memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa;
menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
menylapkan rancangan RPJM Desa; dan

memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka
pembahasan rancangan RP.JM Desa.
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Paragraf 4
Penyelarasan Arah Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 12

Penvelarasan arah kebijakan Perencanaan
Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah
kebijakan pembangunan pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah dacrah
kabupaten.

Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap
dokumen pembangunan daerah.

Hasil penyvelarasan dituangkan dalam daftar rencana
program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Paragraf 5
Pengkajian Keadaan Desa

Paszal 13

Tim Penvusun RPJM Desa melakukan Pengkapan

Keadaan Desa, vang meliputi kegiatan:

a. pemetaan Asct dan Potensi Aset Desa;

b, perencanasn pengembangan, pemeliharaan,
pelestarian Aset dan Potensi Asct Desa;

c. pemutakhiran data informasi pembangunan
Desa; dan

d. penggalian gagasan dusun artau kelompok.

Aset dan Potensi Aset Desa sebagaimana dimaksud
pada avat {1) huruf a meliputi benda bergerak dan
tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan
bank atau lembaga keuangan lain), kekayaan
termasuk piutang dan saham serta hak kekayaan
intelektual (HEI) vang dimiliki oleh Desa,

Kegiatan pemetaan dan perencanaan pengembangan,
pemeliharaan, pelestarian Aset Desa dan Potensi Aset
Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilakukan dalam rangka merumuskan
arah kebijjakan Perencanaan Pembangunan Desa.

Data informasi pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

profil Desa;

indeks Desa membangun;

data kemiskinan; dan

data pendukung lainnya.
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Penggalian  gagasan dusun ataun  kelompok
sebagaimana  dimaksud pada avat (1) huruf d
dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang
pendayvagunaan sumber daya Desa dan masalah yang
dihadap: Desa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan bersamaan dengan Pengkajian Keadaan
[esa,

Hasil kepiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
disusun ke dalam Ilaporan yang menjadi dasar
penvusunan rancangan KPEJM Desa.

Pasal 14

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat
|7) terdir: atas:

a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk
ke Desa;

daftar inventarisir potensi;

daftar inventarisir masalah;

daftar gagasan dusun/kelompeok; dan

rckap gagasan dusun /kelompok.

fang

Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada ayal  [1)
disampaikan kepada kepala Desa dengan
melampirkan:

a. Peta Sosial Desa;

b. iambar Kalender Musim; dan

c. hasil pemetaan Aset Desa.

Paragraf &
Penyusunan Rancangan
Rencana Pembanpunan Jangka Menengah Desa

Pasgal 15

Tim Penyvusun RPJIM Desa menyusun rancangan
RPJM  Desa berdasarkan laporan sebagaimana
dimaltsud dalam Pasal 13 ayat (7).

Fancangan HPJM Desa schagmimana dimaksud pada
ayat (1}, disampaikan oleh Tim Penyusun RRIM Desa
kepada kepala Desa,

Pasal 16
Kepala Desa memerniksa Rancangan RRJIM Desa,
Dalam hal Kepala Desa menganggap masih terdapat
kekurangan materi dan substansi, rancangan RPEJM

Desa tersebut dikembalikan kepada Tim Penyusun
untuk dilakukan penyempurnaan.
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(1)
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Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh
Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Paragral 7
Musrenbang Desa Pembahasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 17

Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Desa.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalu diskusi kelompok secara terarah,
vang dibagn berdasarkan bidang penyvelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan
Kemasvarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

Diskusi kelompok secara terarah scbagaimana
dimaksud pada aval (2), membahas hal-hal scbagai
berikut:

a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;

b. laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan
pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan
Potensi Aset Desa;

c. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka
waktu 6 (enam| tahun; dan

b. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan
Pembangunan Desa,

Pasal 18

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Pembahasan
Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita
HCATH,

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Hancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa
disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Paragral 8

Musyawarah Desa Permbahasan dan Menvepakati Rencana

(1)

(2)

Pembangunan Jangka Menengah Desa
Pasal 19
BFD dilasilitas oleh Pemerintah Desa

menvelenggarakan Musyawarah Desa untuk
membahas dan menyepakati RPJM Desa,

Hasil kesepakatan dalam  Musvawarah  Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

(A



_ 15 -

(3) Berita acara schagmimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan olech BPD kepada Pemerintah Desa paling
lambat 2 (dua} han terhilung sejak  berakhirnya
Musvawarah Desa.

Paragraf 9
Musyvawarah Badan Permusyawaratan Dess Pembahasan
dan Menveopakati Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dezao

Pasal 20

(1] BPD dilasilitasi oleh Pemerintah Desa
menyelenggarakan Musyawarah BPLY untuk
membahas dan menycpakati rancangan Peraluran
Desa tentang RPJIM Desa.

(2] RRJM Deszsa hasil Musvawarah BI’'D scbagaimana
dimaksud pada avat (1] ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Bagian Keempal
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Paragraf 1
Limmuam

Pasal 21

Penvusunan RKP Desa terdirl atas tahapan:

a, Musyvawarah Desa perencanasn pembangunan Lahunan;

b. pembentukan Tim Penyvusun RKP Desa,

o, pencermatan pagu  indikail dan program masuk ke
Desa;

d, pencermatan ulang RPEJIM Desa;

¢, penyusunan rancangan REKP Desa dan daftar usulan
EEKP Desa;

f. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKFP Desa;

g, Musvawarash Desa pembahasan dan penetapan REP
Desa; dan

h. musyawarah BPD} penetapan Peraturan Decsa toentang
REP Desa.

FPagal 22

(1] EEP Desa disusun oleh Pemerintah Desa  dengan
ketentuan:
a. memperhatikan informasi perkitaan pendapatan
transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten;
b. mempedomani RKP pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten.

(2} Perkiraan pendapatan transfer [Desa  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul a melipat::
a. [Dana Desa;
b, Alokasi Dana Desa;
¢, dana bagi hasil pajak dan retribusi; dan
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d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten.

3] REP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyusunan dan penctapan APB Desa

Paragraf 2
Musyawarah Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa

Pasal 23

(1) Penyvusunan RKP Desa diawali dengan penvelenggaraan
Musyawarah Dess perencAnaan pembangunan
tahunan.

(2] Musvawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan,

Paragraf 3
Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pazal 24

(1} kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan
RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun REKP
Desa,

(2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;

b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat
dengan mempertimbangkan kemampuan dan
keahlian:

c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim, berasal dari
perangkal desa; dan

d. anggota Dberasal dan perangkat desa, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan  unsur
masyarakat Desa lainnya.

(3} Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf d, meliputi:
a. tokoh adat, wokoh agama, tokoh masvarakat, tokoh
pendidikan, tokoh seni dan budayva, dan
keterwakilan kewilayahan;

b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;

c. organisasi atau kelompol nelayan dan/atau buruh
neclayan;

d. organisasi atau kelompok perajin;

c. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak,
pemerhati dan perlindungan anak;

f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

hl. Kader Keschatan;
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(4)

(7)
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i. Penggiat dan pemerhati ingkungan;

kelompok pemuda atau pelajar;, dan/atau

organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan
lainnya sesual keadaan desa,

=

Tim Penyusun RKP Desa schagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit begumlah 7 (tujuh) orang
dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan

gender.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnyva, Tim Penyvusun REKP
Desa dapat dibantu oleh pendamping scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf d
yvang ditetapkan oleh Kepala Desa,

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pendamping sebagaimana dimaksud pada
ayat [H) diberikan honorarium sesuai standar satuan
harga Pemerintah Kabupaten dan kemampuan
keuangan desa.

Pasal 235

Tim Penyusun RKP Desa bertugas:

oD oE

(1)

(2]

pencermatan perkiraan pendapatan Desa;

pencermatan ulang dokumen RPJIM Desa;

penyvusunan rancangan RKP Desa;

penvusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
penyusunan desain dan Rencana Anggaran Biaya
kegiatan.

Pasal 26

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) mempersiapkan penyusunan

rancangan RKP Desa melalui tahapan kegiatan sebagai

benkut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Dess;

b. menyvepakati hasil pencermatan ulang dokumen
RPJM Desa;

c. mencermati pendapatan Desa dan penyelarasan
program/ kegiatan vang akan masuk ke Desa; dan

d. menyvepakati usulan program dan/atau kegiatan
dari prakarsa unsur masyvarakat.

e, penyusunan rencana kegiatan, desain dan Rencana
Anggaran Biaya kegiatan.

Hasil tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

avat (1] disusun menjadi rancangan RKP Desa dan
Daftar Usulan RKP Desa.
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Paragral 4
Pencermatan dan Penyvelarasan Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 27

Dalam melakukan pencermatan RKP Desa, Tim

Penyvusun RKP Desa mengkaji informasi tentang:

a. perkiraan pendapatan ash Desa;

b, pagu indikatil Dana Desa yang bersumber dan
anggaran pendapatan dan belanja negars;

c. pagu indikatif Alokasi Dana Desa vang merupakan
bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten;

d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan
retribust daerah kabupaten;

e. rencana banfuan keuangan darn  anggaran
pendapatan dan belanja dacrah provinsi;

f. rencana bantuan  keuangan darl anggaran
pendapatan belanja daerah kabupaten; dan

g. sumber-sumber keuangan Desa lainnya yang sah.

Dalam melakukan penyelarasan penyusunan RKP Desa,

Tim Penyusun RKP Desa melakukan:

a. pengkajian rencana kerja pemerintah daerah
kabupaten;

b. pengkajian  rencana  program  dan kegiatan
Pemerintah Pusal, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah  Kabupaten termasuk di  dalamnya
pelaksanaan program scktoral yang masuk ke Desa
yvang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan

¢. memperiimbangkan hasil penjaringan  aspirasi
masvarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten dan menyelaraskan dengan rancangan
REKP Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan
vang masuk ke Desa,

Berdasarkan hasil pencermatan dan  penvelarasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
aval (4}, Tim Penyvusun RKP Desa menyusun rancangan
RKP Desa.

Pasal 28

Pemenntah Kabupaten menginformasikan kcpada
Pemerintah Desa lentang program dan/atau kegiatan vang
masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayvat (2) huruf b melalu penerbitan dokumen yang sah.
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Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penvampailan
informasi  dan/ataun  sosialisasi  pagu  indikatif
pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau
pemerintah dacrah provinsi, Bupati melakukan:

a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala

Desa; dan
b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemenntah
Desa uniuk mempercepat pelaksanaan

Perencanaan Pembanpgunan Desa.

(2} Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun
berjalan.

Paragral 5
Pencermatan Ulang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 30

(1} Tim Penvusun REKP Desa mencermati skala prioritas
usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana
tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

{2} Hasil pencermatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam
menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf &
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa
dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 31

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada:

a, hasi] kesepakatan Musvawarah Desa dan Musrenbang
Desa;

b, perkiraan pendapatan Desa untuk perhitungan 1 (satu)
tahun vang akan datang,

c. rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;

d. jaring aspirasi masyvarakat yang dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten;

e. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

f. hasil kesepakatan kerja sama antar Desa; dan
g. hasil kesepakatan kerja sama Desa dengan pihak lain.
Pasal 32
(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun
sebelumnya;
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b, rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
(RATH):

¢.  prioritas program, lkegiatan, dan anggaran Desa
vang dikelola oleh Desa;

d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
vang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan
pihak lain;

e, Tencana program, kegiatan, dan anggaran Desa
yvang dikelola oleh Desa schapal kewenangan
penugasan darl Pemerintah  Pusal, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan

f. Pclaksana Kegiatan.

{2] Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya [RAB)
sebapaimana dimaksud pada avat (1) hural b untuk
kerja sama antarDesa disusun dan disepakati bersama
para kepala Desa vyang melakukan kerja sama
antarDesa.

Pasal 33

(1} Pemeriniah  Tesa  dapat mengusulkan prioritas
program  dan  kegiatan Pembangunan Desa  dan
pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten.

(2} Tim Penvusun RKP Desa menyusun usulan prioritas
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}.

(3] Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan
Daftar Usulan RKI Desa.

{4] Rancangan Daftar Usulan REKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berila acars
laporan tim penyusun rancangsn RKP Desa,

Paszal 34

(1} Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan
EKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa
dengan dilengkapi berita acara.

(2} Dalam hal Kepala Desa hidak menyetijul rancangan
RKP schagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala
Desa meminta fim  penyusun RKP Desa untuk
melakukan perbaitkan dokumen rancangan RKP Desa
dengan tidak menambsahkan kegiatan baru di luar
hasil kesepakatan tim RKP Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa menyetujul rancangan REKP
Desa schagaimana dimaksud pada ayal (1), kepala
Desa menvelengearakan Musrenbang Desa
Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah

Desa.
fra 1 f
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Pasal 35

Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa
kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan
hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan
permnbangunan Dacrah,

Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) paling lambat 31 Desember
tahun herjalan.

Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa
tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa.

Informasi scbagaimana dimaksud pada avat (3]
diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan REKP
Desa tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 7
Musrenbang Desa Pembahasan
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 36

Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk
membahas dan menvepakat rancangan RKP Desa,

Musrenbang Desa sebagaimansa dimaksud pada ayat
(1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur
masyarakat.

Kepala Desa memastikan  kehadiran  keterwalkilan
unsur masyarakatl dalam Musrenbang Desa.

Warga Desa atau kelompok masyvarakat selain unsur
masyarakat sebapgaimana dimaksud pada ayat (2],
dapat menghadin Musrenbang Desa.

Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakal
sebapaimana dimaksud pada ayat (3] dan selain unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
berpedoman pada Peraturan Menten vang mengalur
tentang Musvawarah Desa.

Pasal 37

Musrenbang Desa membsahas dan menyepakati:

a. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan
program  dan  kegilatan beserta  sumber
pendanaannya; dan

b. pricritas program dan/atau kegiatan.
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(2] Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), dilakukan berdasarkan penilaian kebutuhan
masyarakal Desa vang meliputi:

a. peningkatan  dan pengembangan  kapasitas
penvelenggaraan  Pemerintahan  Desa dan
masyarakat Desa;

b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. peningkatan  kualitas dan  akses terhadap
pelayanan dasar;

d, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis
dan sumber daya lokal yvang tersedia,

. pengembangan ckonomi  pertanian  berskala
produkiif;

f. pemanfaatan tcknolopi  tepat  guna  untuk
kemajuan ekonomi,

g. pendayvagunaan sumber daya alam,;

h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

I, peningkatan kualitas ketertiban dan
ketenleraman masvarakat Desa; dan

j. penguatan Lembaga Kemasvarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa,

(3) Hasil kescpakatan Musrenbang Desa pembahasan
rancangan EKP Desa dituangkan dalam benta acara.

(4} Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada avat
|3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD,

Paragraf 8
Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rencana
Kerna Pemerintah Desa

Pasal 38

(1] BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa
menyvelenggarakan Musyawarah Desa berpedoman
pada Peraturan Menterli yang mengatur tentang
Musyawarah Desa,

(2] Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan agenda:
a. pelaporan hasil rancangan RKP Desa; dan
b, pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan
dituangkan dalam matrik rencana program dan
kegiatan tahunan,

Paragral 9
Musyvawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan
Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa
Pasal 39

(1} BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa
menyvelenggarakan Musvawarah BPD.
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Musyvawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan untuk menctapkan Peraluran Desa
tentang REKP Desa.

Hasil Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada
aval [1] dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Musyawarah BPD.

Formal Berita  Acara Hasil Musvawarah BFPFD
sehagaimana dimaksud pada ayat (3] sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan baglan
tidak terpisshkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragrat 10
Penyusunan dan Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Penjabat Kepala Desa

[1]

(<]

Fasal 4

Dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir

dan /atau terjadi kekosongan, Penjabat Kepala Desa:

a. melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan

b, menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya
melalui Musrenbang Desa dengan berpodoman
kepada hasil evaluasi BPJM Desa sebelumnya,
arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan
pencermatan terhadap perkembangan Desa.

Dalam hal Kepala Desa terpilih  lelah  dilantk,
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
menggunakan RKP Desa yang lelah disusun oleh
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {1).

Bagian Kelima

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(1}

(2]

dan fatau Fencana Kerja Pemerintah Desa
Pasal 41

Kepala Desa dapal mengubah RPJIM Desa dan/atau

FKP Desa dalam hal:

a. lerjadi peristiwa khusus, scperti bencana alam,
krisis  pelitik, krisis ckonomi, dan/atau
kerusuhan sosial vang berkepanjangan; atan

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa danfatsu

RKP Desa karena terjadi  penstiwa khusus

sehapaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a, kepala

Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut!

a. berkoordinasi  dengan  pemerintah  dacrah
kabupaten yang mempunyai kewenangan terkail
dengan kejadian khusus;
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b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam
RPJM Desa dan/ataun RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana
kegiatan, serta RAB dan desain; dan

d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP
Desa perubahan,

Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau

RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijjakan

sehagaimana dimaksud pada ayvat (1) huraf b, kepala

Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a, mengumpulkan dokumen perubahan mendasar
atas kebijakan pemerintah  pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam
RPJM Desa danfatau RKP Desa yang terkensa
dampak terjadinya perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;

¢.  menyusun rancangan kegiatan vyang disertai
renicana Kegialan, serta RAB dan desain; dan

d. menyusun rancangan RPJIM Desa dan/atau RKP
Desa perubahan,

Pasal 42

Perubahan REPJM Desa danjfatau REEKP Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 avat (1)
dibahas, disepakati, dan  ditetapkan  dalam
Musrenbang Desa.

Perubahan RPJIM  Desa danfatau  REKP  Desa
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Desa,

Dalam hal tenadi pensbwa kKhusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 avat (1] hurul a,
Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan
komndisi,

Hasil Lkesepakatan dalam  Musrenbang Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau
RKP Desa perubahan,

Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan
sebagnimana dimaksud pada ayat {4), sebagail dasar
dalam penyusunan APB Desa perubahan.

Dalam hal Desa melakukan perubahan REPRJIM
Desa/RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masa berlaku BPJM Desa/REP Desa mengikuti masa
jabatan Kepala Desa.

Ly
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Bagian Keenam
Pelibatan Pakar atau Tenaga Ahli

Pasal 43

Dalam melaksanakan program dan/atau kKegiatan
Desa, Pemerintah Desa dapat melibatkan pakar atau
tenaga ahli.

Pakar atau lensaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari:
. kader Desa;
. unsur Perangkat Dacrah;
tenaga pendamping profesional;
. unsur masyarakat;
perguruan tinggi;
organisasi masvarakat sipil; dan/atau
g. konsultan profesional.

=0 L0 op

Pelibatan pakar atau  tenaga ahli  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) direncanakan pengalokasian
angearan dalam rancangan RKP Desa.

BAE III

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Kepala Desa mengkoordinasmkan pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB
Desa.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara awalkelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja
sama antarDesa kecuali pekerjaan Vang
membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

Dalam melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan
keahlian khusus dan jasa konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dapat melibatkan jasa pihak
ketiga sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengalur mengenai pengadaan barang
dan jasa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
sehagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalun tahapan:

a. persiapan; dan

b, pelaksanaan pembangunan.
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Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pa=al 45

Tahapan persiapan schagaimana dimaksud pada Pasal 44
avat (4) huruf a meliputi:

A,
ka.
.
d.

L

(h

(4]

(4]

(4]

penelapan Pelaksana Kegiatan;

penyvusunan rencana kerja;

sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;

pembekalan Pelaksana Kegiatan;

pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan
kegiatar,

penyiapan deokumen administrasi;

pembentultan Tim Pengadaan Barang dan Jasa,
pengadaan tenaga kerja; dan

pengadaan bahan /malerial,

Paragraf 2
Penctapan Pelaksana Kegiatan

Paszl 46

Kepiatan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan Pembanpunan Desa,

Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} terdiri atas perangkat Desa
dan fatau unsur masyvarakat Desa.

Tim Pelaksana  Kegiatan  Pembangunan  Desa
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa berwenang mengganti anggota Tim
Pelaksana Kegiatan dalam hal anggota Tim Pelaksana
Kepiatan sebagaimana  dimaksud  pada ayal  (2)
mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa,
dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 47

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan
persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegialan
Pembangunan Desa.,

(1]

Paragraf 3
Penyvusunan Rencana Kerja

Paszal 4&

Tim Pelaksana Kepiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 menyusun rencana kerja tim bersama kepala
Desza;
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{2}

(3)
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Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memual antara lain:

uraian kegiatan;

biaya;

waktu pelaksanaan;

lokasi;

kelompok sasaran;

tenaga kerja; dan

daftar Pelaksana Kegiatan,
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Paragral 4
Sosialisasi dan Publikas: Kepratan

Pasal 49

Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi
dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja
kepada masyvarakat,

Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada

aval (1), dapat dilakukan melaiui;

a, musvawarah persiapan  pelaksanaan Kegiatan
desa;

b. sistem informasi Desa berbasis laman;

c. papan informas! Desa; dan

d. media [ain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 50

Kepala Desa mengkoordinasikan  pembekalan  Gm
Prelaksana Kegiatan.

Keglatan pembekalan schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalw

bimbingan teknis.

Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana
dimaksud pada avat [2), Pemerintah Desa dapat
meminta bantuan pihak lain.

Materi Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a.  pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran
dan kegatan;

b, pengadaan barang dan jasa;

¢, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;

d. pemnyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan

e, pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Ly
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Paragraf &
Felaksznaan Koordimnas: dan
Sinergitas Pelaksanaan Kegiatan

Fasal 51

(1} Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan
kegintan  dilaksanakan antara para pihak dalam
Pengadaan vang terdiri dari:

a. Kepala Dosa;
b, Kasi/Kaur;

x. Tim Pelaksana Kegiatan;

Masvarakat; dan

Penyedia,

L=

(@) Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur
tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur
tentang Tata Cara Pengadasn Barang/Jasa di Desa,

Parapgraf 7
Penviapan Dokumen Admimstras: Kegatlan

Pasal 52

(1] Tim Pelaksana Hegiatan berkoordinasi melaloukan
penviapan dokumen administrasi kegiatan dengan
Kepala Desy,

(2] Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) mealiputi:

a. Rencana Anggaran dan Belanja serta desain
kegiatan,

b. administrasi keuangan;

c. daftar masyvarakat pencrima manfaat;

d. permyataan kesanggupan pihak ketiga  dalam
menyelesalkan pekerjasn;

e. peralihan  hak melalui  hibah dan ATEA
masyvarakat kepada Pemerintah Desa atas [ahan
atau tanah vang menjadi Asel Desa vang lerkena
dampak kegiatan Pembangunan Desa;

f.  jual-beli antara warga masvarakat dengan Desa
atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan
Pembangunan Desa;

.  pernyalaan kesangpupan dart warga masyarakat
untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan
pribadi dan/ateu tanamean yang terkena dampak
ltegiatan Pembangunan Desa; dan/atau

h., pembayaran ganii ragr atas bangunan pribadi
danfatay  tanaman vang terkena dampak
kegiatan Pembangunan Desa.

Yt 4
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Parapral 8
Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Paszal 53

Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yvang mengatur
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Paragral 9
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/ Material

Pazal 54

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan
pemanfaatan sumber daya manusia, sumber dava alam
dan sumber daya [ainnya yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan golong rovong masyvarakat.

Fasal 53

(1] Pemanfaatan sumber daya manusia vang ada di Desa
cdalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 paling sedilat
mielipufs:

pendataan kebutuhan tenaga kerja;

pendaftaran calon tenaga kerja;

pembentukan kelompok kerja;

pembagian jadwal kerja; dan

penctapan besaran upah dan/atau honor.

ppogE

{2] Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman pada
Standar Satuan Harga Kabupaten vang ditetapkan
oleh Bupari.

Pasal 56

{1) Pemanfaatan sumber daya alam yvang ada di Desa
dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
schagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling sedikit
meliputi:

a. pendataan jenis dan polens: material lokal;
b. pendatasn kebutuhan matenal atau bahan yang

diperlukan;

c. pencntuan material atau bahan yang disediakan
dari Desa;

d. penentuan cara pengadaan material atau bahan;
dan

e. pecncntuan harga material atau bahan,

{2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul e, berpedoman pada
Standar Satuan Harga Kabupaten yang ditetapkan
oleh Bupati.
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Pasal 57

Pendayapunaan  swadaya dan  gotong  royong
masvarakat Desa dalam pelaksanaan kegatan
Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:

a, pendataan dan penghimpunan uang atau dana,
bahan dan material, maupun tenaga sukarela darn
swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lam;

b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari
masyarakat Desa dan/atau pihak lain;

c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela;
dart

d. penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tcnaga
sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
dengan rencana yvang tercantum di dalam RKP Desa
yvang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 58

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa
merugikan hak masvarakat miskin atas aset lahan
atau tanah, bangunan pribadi dan/atan tanaman yang
ada diatasnyva vang terkena dampak kegiatan
Pembangunan Desa.

Kegiatan Pembanpgunan Desa yvang menimbulkan
dampak bagl masvarakat perlu dilaksanakan dengan
pemberian gantl kerugian yvang layak dan adil.

Pemberian ganti kerugian vang lavak dan adil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatar tentang pengadaan tanah
untuk kepentingan umum.

Penentuan harga atas lahan  atau  tanah  dalam
peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi
sesual  dengan  ketenfuan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku,

Pendanaan vang dibutuhkan dalam rangka
perlindungan hak masyarakal miskin sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) menjacdi bagian  dalam
komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan,
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pagal 59

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
paling sedikit meliputi:

Mmoo g

(L)

(2]

(3

(1)

rapat kerja pelaksanaan kegiatan;

pengendalian pelaksanaan kegiatan;

perubahan pelaksanaan kegiatan;

penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;,
pelaporan hasil pelaksanaan kegatan;
pertangesungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

Kepala Desa  menyelenggarakan  rapat  kerja

pelaksanaan kepatan untuk membahas:

a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;

b. pengaduan masyarakat;

c. permasalahan, kendala, hambatan dan
penanganannya,

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikil 3 ([tiga} kali mengikut
perkembangan pelaksanaan kegiatan,

Kepala Desa  dapat menambahkan  agenda
pembahasan rapat kegiatan scbagmimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Pasal f1

Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan

Pembangunan Desa dengan cara:

a. memeriksa dan  menilai  sebagian  dan/atan
seluruh proses dan hasil pelaksanasn kegiatan
Pembangunan Desa; dan

b,  melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan
sesuai  dengan  karakteristik dan/atau  jenis
kepiatan.
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Khusus  kegiatan  infrastruktur,  pengendalian

dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian

dan pemeriksaan meliputs

a. persiapan pelaksanaan kepiatan pada  kondisi
fisik 0% (nol perseny;

b. perkembangan pelaksanaan  kegiatan pada
kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan

¢. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik
LDO% [seratus persen).

Pengendalian  pelaksanaan  kegiatan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) dapat dibantu
oleh tenapa ahli dan/fatau tenaga pendamping
profesional sesual bidangnya.,

Tenaga ahll dan/atan tenaga pendamping profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) melaporkan hasil
penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

Paragral 4
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Paszal 62

Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan
pelaksanaan  kegiatan Pembangunan Desa melala
Musyawarah Desa.

Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di

Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1] dalam hal

terjadi;

a. penstiwa khusus  seperti bencana  alam,
kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;

b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau

c. lkelangkaan bahan material.

Perubahan  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana
dimaksud pada avat (2}, dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan wang
ditetapkan dalam APB Desa yvang bersumber dari
swadayva masyarakat, bantuan pihak lain,
dan/atau bantuan keuangan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah
Kabupaten;
b, tidak mengganii jenis kegiatan yvang ditetapkan
dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan:
1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan
kebutuhan masyvarakal Desa; alay
2, terdapal peristiwa  khusus sebagaimana
dirmnaksud pada avat (2} huruf a.
. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan
pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
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Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan tidak mentaati
ketentuan schagaimana dimaksud pada avat (3],
Kepala Desa dapat menghentikan proscs pelaksanaan
kegiatan.

Paszal A3

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas
dan menvepakati perubahan pelaksanaan kegiatan
yvang dituangkan dalam herita acara,

Berita acara scbagaimansa dimaksud pada ayvat (1)
dilengkapt perubahan gambar desain dan perubahan
rencana anggaran biava.

Perubahan  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa,

Paragral 5
Pengelolaan Penpaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 64

Kepala Desa  mengkoordinasikan — penanganan
pengaduan dan  penyelesaian masalah masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
paling sedikit meliputi kegiatan:

a.  penyediaan kotek pengaduan masyarakat,

b,  menganalisis pengaduan;

¢, penetapan status masalah;

d. penanganan masalah; dan

e. penyelesalan  dan penetapan penyelesaian

masalah.

Penanganan pengaduan dan masalah scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan

b,  mengadministrasikan bukt pengaduan.

Penyelesaian masalah baik yvang bersifat administrasi

dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan ketentuan:

a.  mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat
Pelaksana Kegiatan,

b. menpginformasikan kepada masyarakat Desa
perkembangan penvelesaian masalah;

¢, melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian
muasalah;

d. mengutamakan musyawarah untuk mufakat
dengan memperhatikan kearifan lokal Desa;, dan

¢. menyusun berita acara hasil penvelesaian
masalah,
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Puasgal 55

Dalam penanganan penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3),
kepala Desa bekerja sama dengan Pelaksana Kegiatan,
BFD dan/atau unsur masyarakat Desa.

Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan
gecara mandiri olech Desa, Kepala Desa dan/atau BFD
melaporkan kepada Bupati sesuan dengan keleniuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf &
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 66

Tim Pelaksana Kegiatan Pembanpunan  Desa
Menyusun dan menyampaikan Laporan
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala
Desa.

Laporan  Perkembangan  Pelaksanaan  Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana
kegiatan,

Laporan  Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
schagrimana dimaksud pada ayat (2) scbagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupah ini,

Paragral 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 67

Berdasarkan hasil laporan Tim Pelaksana Kegiatan
scbagaimana dimalksud dalam Pasal 66, Kepala Dess
menyusun dan menyvampaikan laporan pertanggung-
jawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa
dalam Musyawarah Desa.

Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan pembangunan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] dengan cara memaparkan
laporan  pelaksanaan kegiatan pembanpunan dan
memberikan tanggapan atas masukan peserta
Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran,
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Masyarakat Desa meomberikan tanpgapan dan
(RN E Ry AlEs laporan pertangrungjawaban
pelaksanaan Pembangunan Desgs sehagaimana

dimaltsud pada ayat (2).

BPD menvusun berita acara hasil Musyawarah Desa
pertangepungjawaban pelaksanaan keegiatan
Pembangunan Desa.

Parapraf &
Pemanlaatan dan Keberlanjutan Hasil Kegiatan

Pasal O#

Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pombangunan

Desa dilaksanakan dengan cara:

a.  melakukan pendataan hasil kegiatan
pembangunan  yvang perlu  dilestarikan dan
dilkelola pomanfaatannya;

b. membentuk  kelompok  dan meningkatkan
kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil
kegiatan Pembangunan Desa;

c.  mengalokasilkan anggaran pemanfaatan dan
keherlanjurtan hasil pelaksanaan kegiatan
Pembangunan Desa; dan

Ketentuan  lebih lanjut mengenai pemanlaatan dan
keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dengan
Peraturan Desa.

BAB 1V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakal Dess

Pasal &9

Pemberdavaan Masvarakal Desa dilakukan oleh:

a.
b.
e

1]

(2]

Desa;
Pemernntah dacrah; dan
pihak lain.

Fasal 70

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh
Desa schagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huraf a
dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hal asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa,

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Pemerintah Desa;

b. BPD;

¢.  Lembaga Kemasyvarakatan Desa,
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Lembaga Adal Desa;

BUM Desa;

badan kerja sama antar-Desa;

pelaksana yang disepakati dalam hal kerja sama
Desa dengan pihak lainnya;

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
unsur masyarakat individual dan/atau kelompok
masyarakat,

FE mooa

Paszal 71

Pemberdayaan Masyarakat Desa olch Pemenntah
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huraf
b dilakukan sesual kewenangannya.

Pemberdayaan  Masyarakat Desa  sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkal
daerah  wvang membidangi pembangunan dan
pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dibaniu pendamping
profesional yang dikontrak oleh Pemerintah Pusat
dan fatau Pemerintah Daerah,

Pasal 72

Pemberdayaan Masyvarakat Desa yvang dilakukan oleh
pihak lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 69
huruf ¢ merupakan wuud peran serta masyarakat
sipil dalam Pendampingan Masyarakal Desa.

Pemberdayaan  Masyarakat Desa  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan ocleh:

lembaga profesional;

asosiasi profesi;

lembaga swadaya masyarakat;

perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan
lain;

organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi
keagamaan, OTEanisasi sosial, organisasi
kepemudaan, organisasi wamnita, organisasi atau
kelompok seni budaya;

[.  perusahaan dan/atau badan usaha lain; dan

g. organisasi masyarakat lainnya.

RO

w

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 73

(1) Program dan kegiatan dalam lingkup pengembangan

kapasitas masyarakal dan Pemerintahan Desa dalam

Pembangunan Desa meliputi:
a. pendidikan dan permnbelajaran;
Y
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k. pelatthan;
., penvuluhan; dan
d. pendampingan,

Program dan kegiatan dalam lingkup pengorganisasian

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, meliput

antara lain:

kaderisasi masyarakat Desa;

advokasi kewenangan dan regulasi Desa;

konsolidasi partisipasi masyarakat Desa;

penpuatan ketahanan masvarakat Desa untuk

menghadapi kerentanan dan konlhik sosial, serta

bencana alam; dan

e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama
Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.
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Program dan kegiatan dalam lingkup penegakan hak
dan kewsajiban Desa serta masyarakat Desa, meliput
antara lain:

A. pengembangsan paralegal;

b.  bantuan hukum;

c. advokasi kebijakan;

d. pengembangan keterbukaan informasi publik;
dan

e. pengembangan jurnalisme warga.

Program dan kegiatan dalam lingkup penguatan tata

nilai kerelawanan, kepedulian sosial, keswadayaan,

kesetiskawanan dan gotong-royong, meliputi antara

lain;

A,  pembangunan swakelola;

b. peningkatan peran  Lembagas  Kemasyarakatan
Desa; dan

c. pelestarian adat, tradisi dan budaya lokal.

Paszal 74

Pendidikan dan pembelajaran yvang dimaksud dalam
Pasal 73 ayvatl (1) hurufl a, dilakukan secara terencana,
teratur dan lerus menerus yang mencakup:

a. kegatan uniuk  pengembangan  kapasitas
masyarakat dan  Pemerintahan Desa vang
dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuat,
tindakan, dan sikap;

b, kegiatan untuk memperoleh pengetahuan vang
lebih luas, terutama terkail dengan
penyelenggaraan tata kelola Desa; dan

c. alih pengetabuan dan tcknologi tepat guna untuk
meningkatkan nilai tambah dan manfaat potensi
sumber daya Desa untuk masyarakat serta
keberlanjutan alam dan hingkungan Desa.
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Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara formal dalam bentuk kelas atau
kelompok belajar dan/atau secara inlormal seperti
dalam bentuk magang, kunjungan belajar, pendidikan
dan pembelajaran berbasis  teknologi informasi,
pertemuan, rapat.

Pasal 75

Pelatihan vang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1)
huraf b, dilakukan secara terencana dalam wakto
tertentu  untuk  tujuan memperoleh  kecakapan
dan/atau keterampilan teknis dan/atau administratil
tertentu  yang sifatnya terapan terkait dengan
peningkatan kualitas masyarakat dan Pemerintah
Desza dalam penyelenggaraan Kewenangan Desa.

Kegiatan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat dilakukan melalui berbagai bentuk  seperd
sekolah lapang, magang, prakiek laboratorium.

Pasal 76

Penyuluhan schagaimana dimaksud dalam pasal 73
ayat (1) huruf c, kegiatan pemberian informasi dan
pengetahuan vang berkaitan dengan aspek-aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menghadirkan
ahli terkait.

Kegmatan pembenan  informasi dan pengetahuan
sebagmimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan

melall berbagai bentuk seperti ceramah, simulasi,
praktek lapang.

Pasal 77

Pendampingan yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
huraf d, berupa kegiatan bimbingan, pengembangan
jejaring, pengarahan dan fasilitasi Desa vyang
dilakukan secara (erencana dan terus menerus.

Kegiatan  bimbingan,  pengembangan  jejaring,
pengarahan dan [asilitasi Desa sebagaimana yang
dimaksud pada ayal (1) dapat dilakukan oleh:

. Pemerintah Daerah, dilakukan secara berjenjang
sestal dengan kebutuhan  melalui satuan
perangkat daerah kabupaten dapat dibantu oleh
tenaga pendamping profesional;

b.  masvarakal baik individu atau kelompok; dan

.  pihak lainnyva seperti  masyarakat ekonomi
(swasla), organisasi masyarakat dan pihak lain
vang memiliki kehendak untuk memberdayvakan
Desa.
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Bimbingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2]

meliputi;

4, konsultasi teknis lerkait bidang keterarmpilan
tertentu yvang dibutuhkan masyarakal Desa; dan

b. memotivasi masyarakat Desa untuk peningkatan
kesadaran  kritis, berpartisipasi, meclakukan
inovasi, pemanfaatan teknologi dan aphkasi 1lmu
pengetahuan dalam Pembangunan Desa.

Pengarahan sebagaimana yvang dimaksud pada ayat (2)

meliputa;

a. mendorong  perluasan wawasan  masyarakat
dalam menyikapi proses Pembangunan Desa; dan

b. meningkatkan tngkat hkepedulian masyarakal
dalam mencermati setiap proses dan lahapan

pembangungan.

Fasilitasi Desa sebagaimana yvang dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. memberi contoh-contoh praktis dalam proses
penyvelenggaraan kegiatan Desa; dan

b, meningkatkan tingkat kepeduban  masyarakat
dalam mcncermati sctiap proses dan tahapan
pembangunan.

Pengembangan jejaring sebagaimana vang dimaksud

pada ayat {2) meliputi:

. membangun kerja sama dan kemitraan baik
dalam pengembangan pengetahuan, strategi dan
pelaksanaan pembangunan dengan Desa lain
untuk meningkatkan kualitas program dan
kepiatan Pembangunan Desa; dan

b. memperkuaat jejaring antar OrgAanisasi
kemasyarakatan Desa untuk meningkatkan
komunikasi dan konsolidasi gerakan
pemberdayaan kemasyarakatan Desa,

Pasal 78

Pengorganisasian  masvarakat dilaksanakan untuk
membangun kesadaran kritis, meningkatkan
kemampuan dan  keberanian masyarakat dalam
mengembangkan tata kelola Desa yang baik.

Pengorganisasian sebagaimana yvang dimaksud pada

ayat (1), mehputi:

a. identifikasi pelaku dan kepentingan yang ada
terlibat dalam kchidupan berdesa;

b. meningkatkan kesadaran kritis vang mendorong
perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat
Desa, dalam mengartikulasikan diri dan/atau
kelompok untuk memperkuat nilai tawar dalam
memperjuangkan  kepentingan atau kehendak
bersama serta penyelesaian kontlik;
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c. meningkatkan partisipasi  seluruh  unsur
masyarakat dalam pengambilan  keputusan
musyawarah untuk mufakat;

d. mengembangkan jejaring antar pelaku dan/atau
kelompok kepentingan; dan

e, meningkatkan peran kelompok adat dan/atau
kelembagaan tradisional.

Pasal 79

Penegakan hak dan kewsjiban Desa serta masyarakat
Desa melalui pengembangan paralegal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayvat (3) huruf a,
dimaksudkan untuk membentuk kader masyarakat
desa wvang dapat memfasilitasi masyvarakat untuk
sadar hukum serta pendampingan masalah hukum
masyvarakat,

Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat
Desa melalui bantuan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (3} hurul b, dimaksudkan untuk
mendorong partisipasi dan prakarsa masyarakat Desa
mengakses pelavanan huloum.

Peniegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat
Desa melalui  advokasi kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3} huruf ¢, merupakan
Upaya mendorong masyarakat terlibat
memperjuangkan  kepenltingan  dalam  pembuatan
Peraturan Desa, serta menolak  kebijakan Desa
dan/atau supra Desa yang tidak bermhak pada
kepentingan masyarakat Desa,

Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat
Desa melalui pengembangan keterbukaan informasi
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3]
huruf d, diarahkan pada penciptaan keterbukaan
kebijakan wvang  terkait dengan  kepentingan
masyarakat dan akuntabilitas tata kelola Desa,

Penegakan hak dan kewajiban Desa dan masyvarakat
Desa melalui pengembangan jurnalisme  warga
schagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruaf
e, upayva untuk memperkuat kontrol masyarakal
dalam tata kelola Desa, scrta melindung  hak
dan/atau kepentingan dan kewajiban masyvarakal
Desa dari kebijakan Pembangunan Desa yang lidak
berpihak kepada masyarakat.

Pasal B

Penguatan tata nilal kerelawanan, kepedulian sosial,
keswadayaan, kesetiakawanan, dan golong-royong,
melalui pembangunan  swakelola  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf a, upaya
memulihkan kembali tata nilai  tersebut  dalam
penyelenggaraan atau tata kelola Desa.
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Penguatan tata nilai kereclawanan, kepedulian sosial,
keswadavaan, kesctialkawanan dan potong-royong,
melalul peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan
Diesa sebagaimana dimalksad dalam Pasal 73 ayat (4)
huraf b, diarahkan untuk mendorong keterlibatan
OTEanisasi.

Penpguatan tata nilai kerelawanan, kepedulian sosial,
keswadavaan, kesctiskawanan dan gotong-royong,
melalui pelestarian adat, tradisi dan budava lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 aval (4) haral
¢, dilakukan schagm upaya menemukenali  adat,
tradisi dan  budaya lokal yang dimiliki untuk
mendoronpg peningkatan mattabat kemanusiaan dan
penguatan kerekatan sosial.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Pemberdayaan Masvarakal

Fasal &1

Pengelolaan kegiatan Pemberdavaan Masvarakat Desa

dapat dilakukan dengan cars;

a.  mandir aleh individu dan fatau kelompok: dan

b, dibiaval atau difasilitasi oleh Pemerintah Desa
kepada  masvarakar Desa untuk  melalukan
kegiatan pemberdayaan.

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huraf b diputuskan melalui Musyawsarah
Desa.

Kepiatan pemberdayvaan masyarakat yang melibatkan
Desa lain danfatan pihek lainnya, dapat dilakukan
aleh Desa dan fatan melalul lkerja sama Desa.

Kegiatan pemberdavaan masyvarakat yang berasal dari
pemerintah dacrah dapat ditugaskan kepada Desa,
sesual denpan kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa.

Kegiatan pemberdavaan masyarakat yang berasal darn
pemerintah  daerah  dapat dilakukan sendiri oleh
pemerintah  daerah  setelah  diinformasikan kepada
Desa.

Pazal &2

Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa melakokan
upaya Pemberdayasn Masyarakat Desa,

Pemberdayaan Masyvarakat  Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan dengan:
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a. mendorong  partisipasi masyarakat  dalam
perencanaan dan Pembangunan Desa yang
dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;

b.  mengembangkan program dan kegiatan
Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan
mendayvagunakan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa;

. menvusun  Perencanaan  Pembangunan  Desa
sesual dengan  priontas, potensi, dan  nila
leearifan lokal;

d. menyusun perencanaan dan pPenganggaran yang
berpihak kepada kepentingan warga miskin,
warga disabilitas, perempuan, anak, kelompok
marginal, dan kelompok masyarakat rentan

laininva;
¢.  mengembangkan  sistem transparansi dan
akuntabilitas dalam penvelenggaraan

Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;

f. mendavagunakan Lembaga Kemasvarakatan Desa
dan lembaga adat;

g. mendorong  partisipasi  masyarakat dalam
penyusunan kebijakan Desa wyang dilakukan
melalui Musyawarah Desa;

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas  dan
kapasitas sumber daya manusia masyarakat
Desa;

Ti melakukan Fendampingan Masyarakat Desa vang
berkelanjutan; dan

j. melakukan pengawasan dan  pemantauan

penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa dan
Pembangunan Desa yang dilakukan sccara
partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal #3

Upaya Pemberdayvaan Masyvarakat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan oleh Pemenntah
Daerah, Pemerintah Desa, pihak ketiga, dan masvarakat
dengan cara:

.

menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, teknologi tepat puna, dan temuan baru
untuk kemajuan ckonomi dan masyarakat Desa,
disertai dengan kewajiban alih pengetabuan kepada
masyvarakat Desa;

meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dan Pemerintahan Desa;

mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan
Desa vang selaras dengan kebutuhan Desa secara
berkelanjutan;

mendorong pengembangkan sistem transparans: dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Pembangunan Desa;

mendorong pelestarian dan pengembangan akar tradisi
seni, budaya lokal Desa;

bayy
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melakukan Pendampingan Masvarakat Desa secara
berjenjang sesual dengan kebuluhan,

mengakui prakarsa rencana dan Pembangunan Desa
yang sesual dengan hak asal-usul dan kewenangan
berskala Desa sebapgai upaya Desa mewujudkan visi
kemandirian; dan

mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau
vang telah ada di masyarakat Desa.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pemantauan

Paragrafl 1
Pengawasan

Pasal 84

Pemerintah daecrah melakbukan pengawasan  dan
permantauan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat
daerah.

Pengawasan dan  pemantauan atas pelaksanaan
Pembangunan Desa dapat dilakukan oleh masvarakat
secara partisipatf,

Hasill pengawasan dan pemantausan  sebagmimansa
dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembahasan
Musyawarah Desa.

Paragraf 2
Pemantauan Pembangunan

Pasal 85

Pemantauan Pembangunan Desa oleh masyvarakat
Desa  dilakukan  pada  tahapan  Perencanaan
Pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan

Pembanpgunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara
menilai proses Perencanaan Pembangunan Desa serta
hasilnya.
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Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, dilakukan dengan cara
menilai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan
Desa, antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa,
pengelolaan administrasi kenangan, dan kualitas hasil
kegiatan Pembangunan Desa.

Haszil pemantavan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format
hasil pemantauan Pembangunan Desa,

Bagian Kedua
Pembinaan dan Evaluasi

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 86

Pemerintah daerah melakukan pembinaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputs

. penvusunan pedoman dan standar pelaksanaan
pembangunan dan Pemberdayaan Masyvarakat
Desa,

b, penvusunan  pedoman tentang dukungan
pendanaan  pelaksanaan pembangunan  dan
Pemberdayvaan Masyvarakat Desa kepada Desa;

c. pemberian penghargaan, pembimbingan, dan
pembinaan kepada Desa;

d. penyusunan pedoman perencanasan
Pembangunan partisipatif Desa; dan

.  percepatan pembangunan perdesaan.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 8T

Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyvarakat Desa

vang diselenggarakan oleh pemerintah dacrah menjadi

umpan balik untuk:

a. peningkatan kualitas pendampingan;

b, input merumuskan kebijakan dan regulasi
tentang Desa;

c. resolusi konflik; dan

d. pengembangan program dan atau  kegatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

vang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

sebagaimana vang dilakukan pada ayat (1), dilakukan

metalui:

d. kunjungan dinas/pengamatan langsung;

b. diskusi dengan masvarakat Desa dan Peranglat
Desa;

c. risct, studi/kajian, dan survei;

d. publikasi; dan/atau

e. pengaduan dan keluhan masyarakat.

Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa vang  diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) dilaksanakan secara terbuka melalui media massa
dan /atau forum publik.

Pasal 88

Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
vang dilaksanakan oleh Desa dilakukan melalui:

a. perfemuan atau rembug warga;

b,  media komunikasi warga;

¢. akses mmformasi, data, dan dokumen KkKegiatan
Pemerintah Desa;

pemantauan secara langsung;

Musyvawarah Desa; dan

laporan Pertangpungjawaban Pemerintah Desa.

B -

Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

vang diselenggarakan oleh pihak lainnya dilakukan

melalui:

a. diskusi dengan masyarakat Desa dan Perangkat
Dresma;

b.  kunjungan dinas/pengamaltan langsung Riset;

¢, studi/kajian dan surver;, dan/atau

d. publikasi,

Laporan hasill evaluasi kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2] disampaikan dalam Musyawarah Desa
dan melalui media komunikasi Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

RPJM Desa vang sudah ditetapkan sebelum

ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku
sampai dengan selesal masa berlakunya.
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(2) RKP Desa wvang sudah ditetapkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati 1m, tetap berlaku
sepanjang tdak bertentangan dengan peraluran
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Bupath i mulm  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati i dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2= Tanueri 2020

KUDUS

Diundangkan di Kudus
pada tagggal ?4 Januari 2020

i MHAH KABUPATEN KUDUS,

ey
'.l. ?':-l I.:Hh

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 3



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI EUDUS
NOMOR % TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN FPERATURAN DAERAH
KABUPATEN EKUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 2 DENGAN
PERATURAN DAERAH EKABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG

PEMBANGUNAN DESA

PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH DESA

A. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

NO. |  TAHAPAN URAIAN TAHAPAN OUTPUT
1. | Musyawarah a. Penyampaian visi dan | Berita Acara
Desa tentang misi Kepala Desa ‘Musyawarah Desa
Perencanaan Terpilih; | Rencana Penvusunan
Desa b. Pandangan pokok- |RPJM Desa
pokok pikiran BPD,
¢. Aspirasi dari unsur
masyarakat yang hadir. |
2. | Pembentukan  Kepala Desa membentuk |Keputusan Kepala
Tim penyusun | Tim Penvusun RPJM Desa |Desa tentang
RPJM Desa Pembentukan Tim
Penyusun RPJM
Desa
3. | Penyelarasan Tim Penyusun RPJM Desa |a. Daftar
Arah Kebijakan | melakuksn penyelarasan Keselarasan
Desa dengan arah kebijakan RPJMD
Helijakan pembangunan desa Kabupaten dan
Pembangunan | dengan memperhatikan RP.IMDess
Kabupaten program strategis 'b. Daftar Rencana
Kabupaten dan RTRW Program dan
Kabupaten Kegialan vang
N 1 masuk ke Desa
4. | Pengkajian Tim Penyusun RPJM Desa |a. Daftar Inventarisir |

Keadaan Desa

melakukan pengkajian

i keadaan Desa melalui

musvawarah

| Dusun/kelompok untuk

mendapatkan kondisi
objecktif Desa, dengan
CATA:

Aa. Penyusunan peta sosial
dan kalender musim;

b, Pemetaan asct dan
potensi asel Desa;

Potensi;

Daftar Inventarisir

Masalah;

c. Daftar Gagasan
Dusun/Kelompaok;

d. Rekapitulasi
Daftar Gagasan
Dusun/ Kelompok;

¢. Laporan Hasil
Pengkajian
Keadaan Desa;
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NO. | TAHAPAN URAIAN TAHAPAN OUTPUT
[ ¢. Pemutakhiran data 'f. Peta Sosial Desa;
informasi g. Gambar Kalender
pembangunan Desa Muzsim;
dengan pendataan h. Laporan Pemetaan
potensi dan masalah | Aset Desa;
Desa,
d. Pengeahan gagasan
Dusun dan kelompok
5. | Pemetaan dan Tim Penyusun RP.JMDesa |a. Rancangan RPEIM
Pengembangan | menyvusun Rancangan Desa;
Aset dan RPJM Desa berdazarkan b. Matrik  Rencana
Potensi Aset hasil Pengkajian Keadaan Program dan
Desa Desa Kegiatan;
6. | Penyusunan | Rancangan RP.JM Desa a. Berita Acara
Kancangan | diserahkan oleh Timn Penyerahan
RPJM Desa Penyusun RPJM Desa Rancangan RPJM
kepada Kepala Desa untuk Desa oleh Tim
diperiksa Penyvusun RPJM
Desa kepada
Kepala Desa
b. Rancangan RP.JM
. B Desa
7. | Musrenbang Pemerintah Desa |Berita Acara
Desa membahas | menyelenggarakan \Musrenbang Desa
Rancangat Musrenbang Desa |Pembahasan dan
ERJMDesa penyusunan Rancangan Kesepakatan Hasil

EPJIMDesa, dengan
agenda:

a. Penvampaian hasil
penyelarasan arah
pembangunan
kabupaten dan
Penghkajian Keadaan
Desa;

b Pembahasan
pembidangan dan
penyusunan prioritas
setiap bidang melalui
diskusi kelompok
bidang
[penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
kemasyarakatan,
pemberdayaan
masyarakat). Hasil
diskusi kelompok
dituangkan dalam
Matrik Rencana
Program dan Kegiatan,

| c. Penyampaian hasil

Diskusi Kelompok
Bidang RPIMDesa




-

NO. TAHAPAN URAIAN TAHAPAN OuUTPUT \
diskusi kelompok |
bidang dalam rapat
pleno. ]

8. | Musyawarah BPD menyelenggarakan Berita Acara
Desa untuk Musvawarah Desa untuk [Musyawarah Desa
Membahas dan | membahas dan Pembahasan dan n
Menyepakan menyvepakati RPJM Desa  |Kesepakatan RPJM
RPJM Desa Desa
9. | Musyawarah BPD menyelengearakan a. Berita Acara
BPD untuk Musyawarah BPD untuk Musyawarah BPD
membahas dan | membahas dan Kesepakatan
menyepakati menyepakati Rancangan Kanperdes RP.JM
RPJIM Desa | Peraturan Desa tentang Desa menjadi
RPJM Desa Perdes
b. Perdes RPJM Desa
dan Keputusan
_— BPFD
10. | Sosialisasi Pelaksanaan Bosialisasi |
EPJM Desa EPJM Desa
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B, CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUEKAN TIM
PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA.............
NOMOR: ...,

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA

Menimbang

Mengingat

MENENGAH DESA ............

KECAMATAN ..ot TAHIIN i
EEPALADESA ... 5
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
...... Kecamatan ......... Tahun ........... telah berakhir
sehingea perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa ... Kecamatan ........oo..- Tahun

.

bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa ....... Kecamalan ......i..  TBIE G
perlu membentuk tim penyusun;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  schagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan

Eeputusan Kepala Desa. .. Kecamatan ........ tentang
Pembentukan Tim Penyvusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa ... Kecamatan .........: Tahun

naay

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernntahan Daerah ([Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah heberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5528, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor & Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tentlang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menternn  Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa;
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Menetapkan

KESATU

KEDLUA

KETIGA

KEEEMPAT

KELIMA

5]

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah  Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
185), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daecrah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 203);

11. Peraturan Desa ..... (vang relevan)

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Janghka
Menengah Desa i KeCAmMBLATL ....ovovaviniisivs Tahun

.y dengan susunan k:anggmuﬂn sebagaimana
temanrum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertugas:

a. menghkajl kebijakan peErencanaan pembangunan
kabupaten;

b. mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

c. melakukan penjaringan aspirasi masyarakal desa;

d, menyusun dan merumuskan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan

e, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa,

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
melaksanakan lugas sampal dengan diundangkannya
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa.

Dalam pelaksanaan tugas schagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.

Scemua baye yang timbul sebagsi akibat ditetapkannya
Keputusan Kepala Desa ini dibecbankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan
tidak mengilkat.
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KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ..........
pada tanggal ..o
KEPALA DESAL. ..o ;
MNAMA LENGKAP
tanpa gelar/ pangkat

Tembusan:

1. Bupati Kudus;

pr S - |4 1 e ;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Dess ... H

4.  Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTLUSAN KEPALA DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA ............. KECAMATAN .....cociivvnrenens

NO

| KEDUDUKAN
NAMA ALAMAT JAEATANI.I' UNSUR | DA TIM

KEPALA DEBA........oovivinn :

NAMA LENGEAP
tanpa gelar/ pangkat



C. PENYELARASAN ARAH KEBLIAKAN DESA DENGAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN

DAFTAR KESELARASAN RPIMD KABUPATEN DAN RPJM DESA

NO.|  RPJMD KABUPATEN - RPJMDESA ...
KUDLUS TAHUN 2018 - 2023 TAHUN 2020 -2025

VISl i

“Kudus Bangkit Menuju
Kabupaten Modern,

Religius, Cerdas dan
Sejahtera”

MISI

| Mewujudkan masyarakat
Kudus wang berkualitas,
kereatif, movall  dengan
memanfaatkan teknolog
dan multmedia

2 Mewujudkan pemerintahan
vang semakin handal untuk
peningkatan pelavanan
publik

3 | Mewujudkan kehidupan |
vang toleran dan kondusil,

4 Memperkuat ckonomi |
kerakyatan wvang berbasis |
keunggulan lokal dan |
membangun  iklim  usaha
vang berdayva saing
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D, LAPORAN HASIL PENGEAJIAN KEADAAN DESA

1. Format Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa;

LAPORAN HASIL PENGRAJIAN KEADAAN DESA

Tahun : g.d.
DESA
KABUPATEMN s KUDUS
PROVINSI S JAWA TENGAH
I. LATAR BELAKANG
Contoh

II.

II.

IV.

Salah satu elemen mendasar dalam penvelenggaraan pembangunan
desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua
dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan
jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes
dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi
proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian
dengan perundang-undangan, Pengkajian Keadaaan Desa (PKD)
adalah merupakan proses wajib vang harus dilakukan uantuk
memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan
Desa,

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan
cermat:

a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

b. Pengkajian Potensi Desa

©. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyvusun RPJMDes
dengan dibant 0deh ... i s e s s s hn s nataa e

PENDEKATAN DAN METODE

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatil dengan
menggunakan metode ...

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Catatan

Alat kaji vang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim,
bagan hubungan antar lembaga/ kelembagaan, data aset Desa, dan
BUMDESA

%_wa
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V1. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan mmformasi tentang
arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tngkat
kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah
dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji
tersebut di atas.

c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tngkat
kelompok atau dusun untuk menemukenall  peluang
pendayagunaan sumber daya Desa

VIL. HASIL KAJIAN DAN KESIMPULAN
Contoh
Berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat
disimpulkan secbagai berikut:
B i e e e

b

VIII. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

cerrerenreney TADEEAL (vrvirnivnnes

Mengetahur, Ketua Tim Penyusun RPJM

Kepala Desa Desa
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4. Daltar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke
Diesa

DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA T T
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI - JAWA TENGAH
73 Asal Program / Nama Program / | Prakiraan Pagu| Prakiraan
Kegiatan Eepiatan Dana Pelaksana
__| Contoh
1 | Dari Pemerintah Air Bersih | 800.000.000 |KemenPUPR

2 | Dari Pemerintah
Daerah Provinsi

3 | Dari Pemerintah
Daecrah Kebupaten

4 | Dan Penjaringan
Aspiras: Masvarakat

oleh DPRD
Kabupaten
Desa ......... , tanggal ...
Ketua Tim Penvusun RPJM Desa
N R R P e AL ]
Keterangan:
Judul Kolom Diisi dengan

Asal Program/Kegiatan Pihak yang member Kegiatan

_]"-Ia ma Program/Kegiatan | Nama Program/Kegiatan

Prakiraan Pagu Dana Prakiraan Besaran Dana

Prakiraan Pelaksana Prakiraan Pelaksana Kegiatan
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3. Pengkanan Keadaan Desa
a, Format Dafltar Inventansir Potensi;

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

DESA B a0 B A A S S T I A AR F R B ST
BECAMATAN. © .. oo vavises
KABUPATEN : KUDUS

PROVINSI P JAWA TENGAH

No | Potensi Lokasi Keterangan
1 2 3 4
1 Batu dan pasir Dusun A Milik masyarakat

Desa ........., tanggal ...........
Mengetahu : Disusun Oleh
Kepala Dusun/Kelompok Tim Penyusun RR.JM Desa

No Nomor Urut

Polensi Nama Material SDA/ nama SDSM
Lokasi Tempat Poternsi -
Keterangan | Pemilik Potens:
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b. Format Daftar Inventarisir Masalah

DESA

KECAMATAN :
KABUPATEN :

PROVINSI

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

KUDUS
JAWA TENGAH

No MASALAH

LOKAS]

KETERANGAN

Kekurangan Air Bersih

Duasun A

Terjadi di musim kemarau

Mengetahui :

Kepala Dusun/Kelompok

Keterangan

Judul Kolom

No

Masalah

Diisl dengan

Nomor Uruat |
Marma Masalah I

| Lolcasi

Tempat Masalah :

| Keterangan
|

Penjelasan

Dsusun Oleh

Tim Penyusun RPJM Desa
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4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok;
DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

BTSN - 8. oo i s FEnE e i A SR e
KABUPATEN : KUDUS
PROVINSI : JAWA TENGAH

T ; : Penerima Manfaat
| =
No | Gagasan Kegiatan Lul-msl F‘rfakj.raan Satuan | Laki- | Perem- | Masvarakat
Eeglatan | Volume % S
_ laki puan rmiskin
1 |Pembangunan RW 00/ I | uni 435 426 26
gedung Posvandu |RET 00
5 .
|3 | N
o — —
o
a |
x| S S
8
= .
10
Degs ...ouue. o tamgal o
Mengetahui : Disusun Oleh
Kepala Dusun/Kelompok Tim Penyusun RPJM Desa
o R TR | [ |
Keterangan
Judul Kolom Diisi dengan
Mo Momor Urut
Gagasan Kegiatan Nama gagasan Kegialan
Lokasi Kegiatan Tempat Kegiatan
Prakiraan Volume Prakiraan Volume Kegiatan
Satuan Satuan dar Kegiatan misalkan unit/m/km
Pemanfaat Laki-laki Jumlah orang pemanfaat Laki-laka
Pemanfaat Perempuan Jumlah orang pemanfaat perempuan
Pemanfaat Masvarakat Miskin | Jumlah orang pemanfaat Masyarakat miskin

Y« M[
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5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/ Kelompok

DAFTAR REKAPITULASI GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK

DESA

KABUPATEN : KUDUS

KECAMATAN | ..riirinninen

PROVINGI JAWA TENGAH
2 ] 2 Penenma Manfaat
: ; | Lokasi  Prakiraan ~

No| Gagasan Kegiatan Keginta.n' Volume Satuan I..a}|:|l— Perem- Mas‘_rrra_r.lakat
. s laki | puan | miskin

1 |Pembangunan EW 00/ 1 it 435 426 | 86

pedung Posyandu |RT 00

2 —_ - _— .+ —_ —_— -

3

4 —

]

&
7

8

9 —

10

T , tanggal ...
Mengetahui ¢ Disusun Oleh
Kepala Dusun/Kelompok Tim Penyusun RPJM Desa
R —— [ .. o)
Keterangan
Judul Kolom Diisi dengan
No Nomor Urat
Gagasan Keglatan Nama gagasan Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Tempat Kegiatan

Prakiraan Volume
Satuan

Prakiraan Volume Kegiatan

satuan dari Kegiatan misalkan unit/m/km

Pemanfaat Laki-laki
Pemanfaat Perempuan

Jumlah orang pemanfaat Laki-laki

Jumlah orang pemanfaat perempuan

Pemanfaat Masyvarakal Miskin

Jumlah orang permanfaat Masyarakat miskin

& ap
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6. Peta Sosial Desa;

[ = PETA SOSIAL DESA ]

.........

Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali
lingkungan sckitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan
arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut .

|. Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat;

2. Dibuat pambar jalan;

3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang
diketahui  atau  diingat  bersama-sama  seperti
sekolah fmasjid f musholah / gereja dll.

4, Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga
miskin secara bersama-sama;

5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik
SDA maupun SDHM.

oayy



7. Gambar Kalender Musim:

DESA R

KECAMATAN
KABUPATEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

.KUDUS

18

GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah
Kegiatan

Keadaan

i PANCARORBA I

MEI [JUNI

Kekurangan Air
Bersih

:

KEMARAL MLISTM HLLTAN
JUU[&GUEE-EFT OKT |NOV | DES | JAN | PEB
S
EE Fhk kk "

Eekirangan Pangan

Kesehatan (Banyak
penyakit)

MR;JERIL

| (T

ik

L 2] ks

Banjir

mha hwdhw

Panen

Tanam

Ll L

LR L L]

Diat

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenalh dan
menecntukan permasalahan scsuail dengan musim yvang terjadi, misalkan
musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yvang terjadi di
tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan
tersebut begitu jupa dengan musim kemarau dan yang lainnya.

bulanbulan

,%mw
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#. Laporan Pemetaan Aset Desa;

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA

TAHUN {ovreivianasrinnievn
DESA
KABUPATEN s KUDUS
PROVINSI rJAWA TENGAH
Jenis Barang/ Aset | Asal 'ﬁaﬁ'ml" g/ Asct
. Aszet keka-
Mo Barang/ Aset [ree—— h;l‘u:[glj; APBDesa | vaan asli F:mthgn Keterangan
rgerak D sah lednnva
1 | Ambulance ¥ N Hibah
[esa : ]cabupu_tl:n
2 | Gedung Futsal i |
Deaa A ’
3 il
4 —— - 2
o
ﬁ —
? | | —— — 4
£ | _ |
Mengetahui, 0 eresenaaaes s TADEPEAL ..oveseapaininas
Kepala Desa Petugas/ Pengurus
Belaku Pembantu Pengelola
Barang Milik Desa
v ) B e e i e R }
Keterangan: -
Judul Kolom Diisi dengan
No Normor Urul
Barang/aset Nama Aset

Jenis Barang/ Asct Bergerak

1 ccklis apabila asct berperak

Jenis Barang/aset Tuidak
Bergerak

Di ceklis apabila asei tidak bergerak

APBDEsa

Diceklis apabila sumber pengadaan dan
APBDesa

i Diceklis apabila asal aset dari
kekayaan Asli Desa

Diceklis apabila asal aset dari kekayaan
Asli Desa

Perolehan syah vang lain Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak
lain yang syah
| Keterangan Penjelasan

bheu th




20

9, Pemetaan dan Pengembangan Aset dan Potensi Aset Desa
a. Format Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 =.d. 2025

DESA

RECAMATAN = ..ot

KABUPATEN : KUDUS

PROVINSI : JAWA TENGAH

- | Prraiann b
Tahun Pekk :
Lokua |Persic| ! = G P-rn-l:lr\-:lrtj R 1
. - drmum §irraw;| mun hod h::llj'l - - = "It"' |
? nE B v 3 Tty |Fahun|Tahun{Tebun Taban [rahun| remts ["” rmnama,
gl Cananid 'JE Wanfol aliuh L1} (LI upfiataEnranun ‘r:‘n"' TENEY i i
Bel [ Kew | Hed | Eed | =g | ke [
Thdnilian Kiirammolles Wurge .
= : Dw=sa 1 i § 1] 4 i ¥ ] A1 V
Franerisahom f— —_ - i
1 | |
e g !
E.
- i
Pershisgursn
i | A
I'=an 7 e |
3
1 i
I.—I-- — 1 [
5 | Penbisamn Sl
a1
7
1
613
, Frobertaann ©
HaprrEEni EE
T |
1 | - i L
........................ - ranEgal ol iy e
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa ...
Kepala Desa
Keterangan:

Apabila sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa RPJM Desa, maka judul
"rancangan” ini menjadi *rencana” program dan kegiatan Desa

Judul Kalom
No

DHisi dengan

Momor Urul

Bidang

Diisi sesuai bidang, misal bidang
penyelenggaraan pemerintahan/ bidang
pembangunan desa/bidang pembinaan
kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan
Magyvarakat

WJenis Kegiatan

Jenis kegiatan

Lokasi (RT/RW/Dusun)

Perkiraan Volume

Lokasi kegiatan tingkat Desa/RT/RW /Dusun

Prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 m dil

%‘hw
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Sasaran/ Penerima Manfaat | Jumlah pemanfaat kegiatan e

Tahun Pelaksanaan Tahun pelaksanaan misalkan tahun ke-
1/2/3/4/5/6

Perkiraan Sumber Prakiraan sumber pembiayaan, misalkan

Pembiavaan dari APB Desa/APBD Swadaya, dll

Swalkelola Di centang apabila kegiatan dilaksanalkan

o secara swakelola

Kerjasama Antar Desa Di centang apabila kegiatan dilaksanakan
melalun kenasama Antar Desa

Kerjasama dengan Pihak Di centang apabila kegiatan dilaksanakan

Ketiga melalui kerjasama dengan pihak ketiga
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b. Format Matriks Rencana Program Kegiatan

MATRIKS RENCANA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2020 s.d. 2025
DESA e
KECAMATAN @ . ooirairenianiaes
KABUPATEN : KUDUS

PROVIMNSI SJAWA TENGAH
B 1 | Tabun Pekbaensn L]
b I [ I'trrl-i r— | i oy werkiruns] Ped i n i
o, AT | oo | e f——— = Sunilicr 1
Ho Hidung, ; S T T L = Lo .
Baglocan o '--:::_..,':l_ Wi Tackeies [Uadown Suhuin | Tl ! Tekos Tulion Pl'nl'l':':l'l El-\.llﬁ'l,l_l-:.ﬁhi khir b-:TI';I,ITﬂ_
Fel | Ke3 | Ke-d | Ke-d | Be5 | K-l ! s | K
P Winmmstan, | . | w4 Wuamgm | ; 1
. Praads e D || pies poial 7 '\. Y | L] L AP 5
!I'\rrri:nnlnh.!nh p—— = -
1 | ; I 5
I THA |'.'|l_ — —- — = —_— —_
-
| 6 I | | |
I - — L | P
Prmhsngisanf.
4
drom i I |
|
£ | I
b
1 . ! ! 4 1
1 Frmbennan i |
irmurta 7
13 |
|
[ TN .
4 Pemierayaan| :
Mreparakes = T
IE. '
_ = = — |
........................ , Tanggal . ...
Mengetahui, Disusun oleh
BPD Kepala Desa
Keterangan:

Apabila sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa RPJM Desa, maka judul
“rancangan’ ini menjadi “rencana” program dan kegiatan Desa. Validasi oleh
Kepala Desa dan BPD

Judul Kolom Diis: dengan

Mo Nomor Urat

Bidang Diis1 sesuai bidang, misal bidang

penvelengpgaraan pemerintahan/ bidang
pembangunan desa/bidang pembinaan
kemasyarakatan/ Bidang Pemberdayaan |
Masyarakat |

%t
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Jenis Kegiatan

Lokasi (RT/RW/Dusun)

Perkiraan Volume

Sasaran/ Penerima Man[aal:

Tahun Pelaksanaan

Jemis kegiatan
LUI:{H,Hi kegiatan tingkat Desa/RT/RW /Dusun

Prakiraan volume kegiatan, misalkan 400 m dll

Jumlah pemantaat kegiatan

Tahun pelaksanaan misalkan tahun ke-

| 1/2/3/4/5/6

P!.‘.Tl-{ll'ﬂ.a.l'l sumber
| Pembiayaan

Prakiraan sumber pembiayaan, misalkan
dari APB Desa/APBD/ Swadaya, dll

Swakelala

Di centang apabila kegiatan dilaksanakan
gecara swalkelola

‘ Kerjasama Antar Desa

Di centang apabila kegiatan dilaksanakan
melaha kerjasama Antar Desa

Kerjasama dengan Pihak
Ketiga

Di centang apabila kegiatan dilaksanakan
melalui kerjasama dengan pihak ketiga
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E. SISTEMATIKA PERATURAN DESA TENTANG RPJMDESA

BAB I PENDAHULUAN
A, Latar belakang
1. Dasar Penyusunan
2. Prinsip penyusunan
B. Maksud dan Tujuan
C. Sistematika

BABII KONDISI UMUM DESA
A, Sejarah Desa
B. Kondisi Desa
1. Kondisi Geografis
4. Kendisi Demografis
3. Pemerintahan Desa
a. Administrasi
b. Pemenntah Desa dan BPD
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
d. Lembaga Sosial Kemasyvarakatan
4. Perekonomian Desa
4, Pekernjaan penduduk
b. Sarpras perckonomian desa
1} Pertanian
2] Perkebunan
3}  Peternakan
4]  Penkanan
3] Pertambangan
B Perindustrian
7] Perdagangan
sos1a] Budaya
a. Agama
b. Pendidikan
c.  Kelompok seni, dan budaya
d. Wansan budaya
B, Sarana prasarana Desa
a. BSarana dan prasarana pemerintahan desa
b. Barana dan prasarana perekonomian desa
c. Sarana dan prasarana pendidikan formal dan non
lormal
d. Sarana dan prasarana tempat ibadah
o Barana dan prasarana keschatan desa
f Sarana dan prasarana tempat olah raga desa
£ Sarana dan prasarana jalan desa
h. Saranadan prasarana jembatan, gorong-gorong desa
i
J
k

o

Sarana dan prasarana Transportasi milik desa
SBarana dan prasarana wisata desa
Sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan desa

& pf



C. Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer
¢. Pendapatan Lain-Lain

2. Arah Kebijakan Belanja Desa
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
k. Pelaksanaan Pembangunan Desa
¢. Pembinran Kemasyvarakatan Desa
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
c. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat

dan Mendesak Desa

3. Kebijakan Umum Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiavaan
b, Pengeluaran Pembiayaan

BAB IIT VISl DAN MISI
A. Visidan misi
B. Keselarasan wvisi dan misi desa ... dengan visi dan misi

Kabupaten Kudus

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
A. Bidang Pemerintahan Desa
1. Sasaran

2. Btrategi

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
l. Basaran
2. Strateg

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
I. Sasaran
2. Strategm

D. Bidang Pemberdavaan Masvarakat Desa
1. Sasaran
2.  Btrateg
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa
l. Sasaran
2. Strateg
F. Form Matrik Strategi Pembangunan Desa

BAB V ARAH KEBLJAKAN PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DESA DAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DESA
A. Arah kebijakan pembangunan
B. Kebijakan pembangunan desa
C.  Rencana program dan kegiatan desa
1. Penvelengearaan Pemerintahan Desa

£ et
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Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak
Desa

U bW

BAB VI PENUTUP




LAMPIRAN [I

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN

* TAHUN

2020

TENTANG PEDOMAN
SEBAGAIMANA  TRELAT
PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2017
ATAS FERATURAN DAER
NOMOR
PEMBANG

e

W

LINAN DESA.

PERATURAN
KABUPATEN KUDUS NOMO

DAERAH
E 3 TAHUN 2015

PEMBANGUNAN DESA

DIUBAH DENGAN
KABUPATEN KuDUS

TENTANG PERUBAHAN

AH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A TAHAPAN PENYUSUNAN RENCAN
N0, TAHAPAN

A KERJA PEMERINTAH DESA

I
Desa

Musyvawarah

| Percncanaan

Pembarny
Tahunan

Liian

URATAN TAHAPAN

OUTPUT

a. Laporan Kepala Desy

| atas realisasi RKP Desa
tahun berjalan:
Pokok-pokok piliran
BPT);

Aspirasi dan prakarsa
masyvarakat.

b

iy

Berita Acara
Musyawarah Desy |
Rencana Penyusunan
REKP Desa

‘Tim
REKIPDesa

& | Pembentukan
[FCLLIELN

Kepala Desa membentuk
ITim Penyusun REPDesa

Keputusan Kepala
Desa tentang
Pembentukan Tim
Penyusun REPDesy

3. |Pencermatan Tim Penyusun REPDess Pagu Indikatif Dess
Pag Indilatif lmelakiykan pencermatan | Daftar Rencana
dan Program | Pagu Indikatif Desa dan Program dan Kegiatan
Masuk ke Desa  |rencana Program Masuk ¥ang masuk ke Desa
ke Desa, melalui
konsultasi langsung
dengan pemerintah
Kabupaten atayu informasi
lainmnya,
4, |Pencermatan Tim Penyusun RKP Desy Laporan pencermatan
Ulang ERIM melalukan pencermatan ulang
Dresa ulang RPJM Desa vaitu

untuk mencermati
rencang tahun berjalan
dan unluk tahun
berikutnya yang ada di
RPJIM Desa, dapal
dilakukan klarifikasi ke
Dusun /kelompok terlair
kebutubhan atay
kemendesakan dari
Ikcgiman terschut,




N,

3

a.

b

TAHAPAN

URAIAN TAHAPAN

Penyusunan RKP
Desa ([dilengkapi
Desain dan RAB)
dan DU RKP
Desa

Tim Penyusun RKP Desa
menyusun Rancangan
RKP Desa (dilengkapi
Desain dan RAB) dan DU
RKP, kemudian
diserahkan kepada Kepala
Desa

. Musrenbang
Desa Membahas | menyelenggaralan

Rancangan
REPDesa

OUTPUT

Rencana I{eglm.b'm

Pembangunan Desa;

CGrambar Eeneana
Prasarans;

Biaya [RADL);

DU RKPDesa,

Pemerintah Desa

Berita Acara
Musrenbang Desa

Rencana Anpgaran

Hancangan RKP Desa;

Musrenbang Desa dengan  Membahas RKPDesa;

agenda:

Menvampaikan laporan
Tim hasil Pencerimatan
Papu Indikatif,

Program /Kegiatan vang
akan Masuk ke Desa dan

hasil pencermatan

RPJIMDesa; dan
Membahas Rancangan
REPDesa melalui
pembahasan bidang dan
prioritas bidang,
dituangkan dalam Matrik
Rancangan REPDesa.

Maltrik Rancangan
| REPDesa,

Musyawarah
Desa
Pembahasan dan
Penetapan
REPDesa

BPD menvelenggarakan
Musyawarah Desa
membahas dan
menyepakali RKPDesa,
dengan agenda;

Pelaporan hasil
Rancangan RKPDesa;
Pembahasan dan
penctapan REPDesa dan
dituangkan dalam Matrik
Rencana Program dan
Kepgiatan Tahunan.

Musvawarah

-

(BPD Penetapan
Perdes RKPDcsa

Berita Acara
(Musyvawarah Desa
Pembahasan dan

Penetapan RKPDesa;

Mairik Eencana

Program dan Kegiatan

Tahunan,

BFD menyelengearakan
Musyawarah BPD
penetapan Peraturan Desa
tentang REKPDesa

Berita Acara
Musyawarah BPD
Penetapan Perdes
REKPDess

|Perdes REP Desa dan

Keputusan BPD




vy,

SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

1} Pencaran 00 Dan RELUD ks
REUDeass Tahsg i

2} Polakzanaan Keglatan Tabun Bergalan

3} Proses Penwusunan dan Panatapan

AFPBDesa Tahur Capan
E 3
Lapuran Penyelenggaraan
Pemeriniahan 1Dhesn [_[__Fﬁn_} 1) FPenetapan APBDesa
kepada BPD dan T PBDes: - Tahun Depan
Bupati/Wallkota (melalul Penggunaan 2) LPIKades
Carmint) WTjﬁm’H{n

h.-.fml H:lusm}»mm [ Apr e

- - * Prases Penyelesaian
Laporan realisas W h AT o S Y Fembanguman Dess
; 1, Pencairan DO Dar RKUN ke ) (1) Perencanaan o : e
pelaksanasin RKLD dan RKUD ke e i n::lﬂ." taliap akhi
APBDesa kepada RKLEess Tahap | ik ¢ !Il ! Bierdne
'3”'\!3'i"'J.-"*I"ﬁ'ﬂ""f":l":’E 2. Pelavsanaan Penggunaan 00 LRI L
gemester | Tahur Berialan T :
3- FIH'.UITI EHFL'HEF’D & 1 h'l-urqﬂ:i clirsar L ﬁﬁ"mi'm
Mu'iraﬂm.ﬁah"r{nm | petietAin el W
4. PraPerencalnaan it v | iﬁ;ﬂm"hmmﬁm“m
Psmbangunan Desa Tahun iz kil e R s
Dapan ‘/; "..\‘_ g -
' Percairan D Darl RELN ke REUD
RELD ko RED osa Tahap 1



B. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALADESA.............

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DESA ..o KECAMATAN ... .cccociiminninns

TARUMN i
KEPALA DESA .. .ccvivimes ,

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa ...

Kecamatan ......... Tahun . telah berakhir
sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pembanpgunan
Desa ....... Kecamatan ..., Tahun ...........}

bahwa untuk menyvusun Rencana Kerja Pembangunan
Desa ... Kecamatan .......... Tahun ........ . perlu
membentuk tim penyusun;

bahwa = berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa..... Kecamatan ........ tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja

Pembangunan Desa ... Kecamatan .......... Tahun

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Wasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Noemor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495;

Rt {/
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55349), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraluran
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
B Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ([Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Mentern  Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019
tertang Pedoman Umum = Pembangunan damn
Pemberdayvaan Masyvarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa,

%~ m



Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

EELIMA

o

10. Peraturan [Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran
Daerah Kabupalen EKudus Tahun 2015 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Nomor
185), schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 203);

11. Peraturan Desa ... [yang rclevan)

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kera Pembanpgunan
B [T (R — Kecamatan ..o Tahun
.................... . dengan susunan keanggntaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Penvusun  sehagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertugas:

a. mengkaji kebijakan perencanaan scbagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

b, mengumpulkan dan  mengkaji  bahan  penyusunan
Rencana kerja Pembangunan Desa;

c. melakukan penjaringan aspirasi masyarakal desa;

d. menyusun dan mecrumuskan rancangan Rencana Kerja
Pembangunan Desa; dan

e, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Tim Penyusun scbagaimana dimaksud Dikium KESATU
melaksanakan tugas sampal dengan diundangkannya
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaan fugas sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.

Semua biaya yvang timbul sebaga alabal dilelapkannya
Keputusan Kepala Desa ini dibcbankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan
tidalk mengilat.

%Lﬁw



KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di ..........
pada tanggal ...

KEPALA DESA

NAMA LENGEKAP
tanpa pelar/ pangkal

Tembusan:

1. Bupat Kudus;

2 Cramipl it :

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ........;
4

Anggota Tim Penyusun yang bersanghkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

Tanggal
Nomor

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KER.JA

PEMBANGUNAN DESA ...oooviie KECAMATAN ... TAHUN .......
1 = KEDUDUKAN
NG MAMA ALAMAT JABATAN/UNSUR | "0 o
|
i
KEPALA DESA. ..o

NAMA LENGEKAP
lanpa gelar/ pangkat

'%f 14




C. RENCANA KEGIATAN, DESAIN, DAN RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA
1. Rencana Kegiatan dan Desain

REMCANA KEGIATAN PEMBANGLINAN DEZA

DESM K L

KECAMATAN ...t

KABLUPATEN . KUDLUS

PROVINSI S JJAWA TENGAH
Rencana Penersirna Manfaat

Mo Usulan R Knigiatian ardasarkarchidang | Clokat [P

o Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan bid; TRy

Wil L

keigatan clume Laki-Laki Perempuan) A

| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Dhzsil 32a3] | M | 1eme [ 1944 1174

L. [Tugu Batas

2.

3, j

_| F'EI"I'IL'I.!I'IEIJI"IEIH Liesa

1. Divisan 2
3 2500 b 240 | 811 405
L engerasan Aspal folan Taimbakkiis [
- |
3. i
[“urnh'rn:-nn Kemasyarakatan [ |
] = e I [ [
1. Fembinsan rr.rrlf!]a dan bantuan sarana Fésa 1 Baket| 1.98E 1 544 117G
prasarana remaja
ME T =it
5, [
'_Pembe-ﬂ:lal,raan h-'lasmara.i.cat [ | I
1 ]
1z
T ' ' | ]
......................... TAEBAL, «viy woreg wen
Mengelaho, Ketua Tim Penyusun REM Desa
Kepala Thesa,
(S ) ettty I




Mo

10

- Memor Urat

UE:].EIII.F.I:II.EE-EH. Keglatan berdasarkan
banctang

Feoneana lokasi kegiatan

- Nama program

| Rencana lokasi kegiatan dilakukan

Perldraan Volume .' Perkiraan volume kegiatan

Satuan | Unit/ meter) sesuni kegiatan

Lok Lade | jamiah penerima manfaat laki-laki
Perempuan | Jumilah penerima manfaat perempuan

Masyarakat Miskin

jumlsh penerima manfaat magyarakat

mizskin
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2, Format Rencana Anggaran dan Biava

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB|

A s Wt i b L o B B A b B A
b R R TR RRE R PRRPOPRRERT ET S UEEPTOUTERN RN | < W Y .
KABLUPATEN : KUDLIS Bidang
FPROVINS] Vo JAWA TENGAH Kegiatan
Harga | Jumlah
URAIAN Volume | Satuan | Satuan | Total Jumlah
H_F | R‘p |
a b C d | e=-bxd [
1. BAHAN ,
L1 |
1.2
L3 I
1.4
E
Sub Total Ep - REp
N — 1] - :
|2, ALAT
EE.l
2.2 |
12.3 |
2.4
. T
Sub Total Rp Rp
ol 3 : S
3. UPAH
.1
3.2
3.3
i
BubTotal 3) | Ep Ep
|T|::lu.i Biaya
Keterangan

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenapa manusia

I-b Pembebhan bohan bl industey

MM-a Pembelian alat tangan

II-h Pembelian / penvewaan alat mesin

ll-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruks

II-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan




Mengetahui
Hepala Desa

12

Tim Peayusun BPMT Deaa
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[, RANCANGAN DAN DAFTAR LSULAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA

1, Format Rancangan RKF Desa

RANCANGAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DESA

RKECAMATAN ...
KABUPATEN : KUDUS

TAHUN: 20.....

PROVINSI P JAWA TENGAH — :
I [ & | e Foln Pelaknanaan Renpzna
Y. SIHHATHR | HH " v Sumaer Falnicsa
5 i Jumizh Wisva t - aa
i thdang Bun Bilung wenia Kegamn I-:”u?-‘l Vourme  Spowan | Penerims | Telakoa- P 1 Evmnkrlnln Kerjammn, | Raroasnsa Kegintar
HERAL Munrilant raE ! amva dizibar Themn
Pihalk Eelpgna
-I'TE'TI-H-EI.-IIILH s¢1aD kndea dan Thesas Ll 45 hinm L. Eal A0 F:L:-ll Y = | P:.-!.-H-'.,,-'h.-hl.l:'l'_
i Frny plergpeTeail — s PETRIHAL Chag
Furmie i Deead b
L;e..
It Pemhanganan Oesh o
ke 3 —
=l = — 1 _—
|
Pemilirusan 7]
Hrmazysrukaian
—k — -
L4 |
1
1
. Pemberdayaan 3
iy
el i sl f‘
3
JURLAH TFIAL 1T -
Mengetahui RN PE PR " oF - 1 PR TP R,
Kepala Desa Tim Penvusun BEP Desa




f v
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Judul Kolom

Dhial dengan

Bidang pemenerintaban / pembangunan, pembinaan
kemasvarakatan,! pemberdavann masyarakat

| No Nomor urat
Bidang
Sub Bidang | Bub bidang kegiatan

Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan

lokasi kegintan Lokasi kegiatan KT/ RW, Dusun
Volume Volume kegiatan
Satuan [ mfmS unity laannya

Sasaran; Penerima Menfaat

Jumlah pemanfzat kegiatan

Wakta Pelakzanaan

Jumlah Biayva [Ep)

Perkiraan puamlah hari E'!IE!'IHET:'-i.:\;l,:'.u’I kegiatan

Fl:rl-:lraan__]umjah dana

Sumber Biaya

Swakelola

DD/ ADD S PATDesa/ Bantuan Eeuangan /lainnya

. .IEtntsng apal:l:i.-la dilaksanakan secara swakelola

Kerjasama Antar Dess

| Di centang apabila dilaksanakan melahi kerjasarma anlar

| desa
1

: Kerjasama Pihak Eetiga

i Di ceninng apatala dilaksanakan ml:laﬂui-kcﬂasama pihak
| ketiga
|

Renrcana Peleksanaan Kegiatan

i Kasi ... [ Kaur ../ TPK; BKAD/ lainnya




} v A

4

2, Format Daftar Usulan RKP Desa

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA |RKP DESA|

TAHUN:
DE=A PR e R |
KECAMATAM e S
EABUPATEM L KUDUS
FROVINSI JAWA TENGAH —
e ] HLIrlI.‘III‘:l
; ¢ F x 3
iz Aing, Suly Bidicng Jerss Eeginnan nk;ﬁ:::n Vidur: | Fasiasn ‘!-"E-rl:l?.-lh:r;r_{::-lrrnm e BN i iy B | Hp -
T Peayeerganraan . 1 i L 45 A
e L Pomatiei o T R it o [imsa | et Fizeiartyhus Thizase 15 T | 15,844,001 AFED
-
# | o
| Il Pembanpuinan D T a
T 4
g
I P Riinssn i [
.H:FIHHH_!.H,TII-CH'HH
I'v Petnberdovann B
e by AR I
2
: -
1 e —— -
Mengetehisk @000 siishcsimmeddodaia s Tangeal, ..
Kepala Desa Tim Perusun REF Desa

ovreeresenssonstassons neesrs emsssennerens] B oaspomssenip s pemsses s sty




1=

Judul Kolom Driisi dengan
[ Mo Nemorurut
Bidsrg Bidsmg pcmu::::criht;.t{anfpn:mbangu:lanf pn:mEna:a.u k.m:[as}rarakatﬂn.l' pemberdayean masy |
Sub Brdang Sub bidang kegiatan

Jenms Kegnatan

Jenks kegnatan

koleasd kegialan

Levkesaee keegintian RT S EW f Dusun

Yolume
Hatian

Sasaran/ Penerima Manfaat

Waolume kegintan

m,/m3/ umit/ lainmyva

Jumlsh pemanfaat ;'IH:';I_E:i.H.t-ErI_

Wakon Pelakeanaan

Perkirasn ju:I-Liah-hB:r't pc‘ng:ﬁaa ]-n:-,g;iat-s-_r:

Jumlah Biaya (Rp)

Perkirssn jurmlah dana

Huimber Blaya

APBDAPEN

y K r:f.s'%




E. PAGL INDIKATIF DESA
Format Pagu Indikaal Desa

EABUFATEN : KUDUS
PROVINS]

TJAWA TENGAH

17

PAGL INDIKATIF DESA

| Sumnbrr Dana, Indikatif
= Alakmal e Llantuan kea
M Ln'dnhmm'n [l:l i | 4 oana DI!IJ Deza 2:"""7}”'“!'“:1% -.'J‘-BD APRD antuamn pihiakg
F [APDIN] |Bagian dann A I-"'-I:IJF-'E il . abup ign.f lnzninm
' i engan kul,{ & b Provinst pota |
i E-Ill.ﬁ-l Penyelenggamman
Femperintahan Dess |
i1 [Penghasilun Tetap dan |
" [Pumjsnjgsn {
1.1.1 |
|
1.7 Pelanjs Barang dam Jasa
121 : : I T
. 1
| |
neliharaait Basang
gidikan dan
| = =
I ~
........................ - T, T ) R,
Mengetahuni, Disusun oleh
Hepala Desa, Tim Penvusun RPMJ Desa
[ ey e R b B L S e 1 P S P F LR gl R S AR 1
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Ha

Momior Lirac

IHiml demgan

Indikaril Frogram; Keglacan Dead

AT

[Hruzlis seauai bidang misal Ptn'.'bjmg]aﬂ'n.un PemerimahPeanbmnginun Deaf
Fembsnunn Kemsayamboaian (Pemberdaroan Masyamakat

.J-H;m H.ng.::l.:l.n;u

D Desa [APAN

Tolemmi kegiaton FT/ W, Dhasan

Alnkam !I:I-n.u.l. Do |ba_.g|.u dadia perimbiangan
kb,

piakiraan mlume keginian, misikan 4060 meter dill

;Fh"ﬁ. hagiam ddar haml pogak dan retnbusi
/!

lamlah '|:-rrmu.ulu.|:||: leeglatan

AFBD Podtsin

eahun pelpksanann misalcan wmhoe 1/27 304056

F*uu Kabapaten) Kota

aumla pemliyaae i lkar AP Thes APED Bwadaya dll

|F||-lrllu||l:l prhnk kebiga)lam-lan

lﬂ:lcﬂ'.l.l.l aps hila dilaksiruskazs amarn sasakolila
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F. EEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
1. Format Kegiatan Pembangunan vang Masuk ke Desa

RENCANA KEGIATAN PEMBANCGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA b e L
KECAMATAN ..o,
EARUPATEN :© KUDLS
PROVINST S JAWA TENGAH

e ~ Hnmne Program, Pralarran Pagy Frakrmaan
i AR Trogruty Negeran Kegiatan Dt Pelisk sisris

Lanmah = 4
1 Digeri Petnimalal Air Bersib A0 D0, O FU Pusad

2 -'I'.‘lu.'n. F‘:n'l.r.'n.'nr.n'h F.‘Iﬁr.'rnhhla‘rn;.:i.nn'-i

G Duisi Pemeriniah DH.I.'_TH_]JEHI‘JE?HLEEI.

ear] Penparingan Aspirasl
4 | Masparskat skeh DPRD
kabuprten/ Kntn

Ketua Tim Pomnisun RPMT Desa

Judul Kolom | Diisi dengan
|

- Asal Program/ Kegiatan ' pihak yang memberi kegiatan

| Mama Program/ Kegiatan nama pr-:g_mm |
Prakiraan Pagu Dana (Rp.} | Prakiraan beearan dana

| Prakiraan Pelaksana Prakirnan pelaksanas kegiatan
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2. Format Gambar Rencana Prasarana

GAMAAR RENCANA PFRASARANA

CAMHAE RENCANS

EABUPATEN

JENIS PRASARARA

LOKAS]

JUTHAL GAMBAR

| Ehgamilar e
‘ Pedzicsans Kegeatan

[Kader Tekmiki

Diperikm dan Dhisetneai olek -
D¥inasInstansi terkmif dan/atan
Tenaga Prolesonnl
ik e zad

‘ Lamba..., Dan.... Lembay
Caratan @ Gambear dibizat eeckrs marnsal




LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI KUDLS

NOMOR = TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN DESA SEBAGAIMANA  TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR &5 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
KEGIATAN ...........
Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan... .y di Desa......... Kecamatan ........
Kabupaten/Kota........ccooviiinn Prmrmm dalam rangka ......cooeeeeeeen
., maka pada hari ini:

Haﬁ dan Tangga] ...................................

Jam PR e ke st e,

Tempat

telah diadakan k-:gmmn cervnenennnneery VANE telah dihadiri oleh wakilwakal
kelompok, dusun dan tokoh masjarai:at ﬁerLa unsur lain yvang terkait Desa
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir,

Materi vang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan .........oceervranreriaearen.... adalah
A. Materi Pembahasan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

PEmimpin TAPAL 2 ..-covosnrrrismerssnrmpsasssconenss GEIL WABUL Loonvrrianarernss

Notulis A PO R PPN CE c | & iy 1 1 gRAA PP P PP B

MNarasumber B A e Y e LA Y= AEET BB i vinaciviins
Setelah dilaloakan p::rnbahasen dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah L. cees  menyepakati beberapa hal wvang
berketetapan menjadi hurpaht.tn Aklﬂr dari musyawarah .. o YRR

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemunguian
suara/ voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan scbhagaimana mestinya.

Ketua BFD Kepala Desa

G e ) L )




LAMPIRAN TV

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PEFATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bulan: ............cocov. Tahun 20...
Desa Kabupaten : Kudus
BEAERAT AT, L2 L L e i Provinsi :Jawa Tcngah
Bidasg/JEns Kegiorsn ] Kalinzs Sasaran E;'.'_jr::;:fuﬂ::" ;;';EI':I
Wea — - - TachasealibmoRalidai -_— -
. : demia | [ A& bu Tl | Tl (Flslk|Hiova
Madnng Sub Ddang . . JuymiaH 1k | Pr BT Hr:ﬂhluln calomad % |
Pimetderioasdan | ]
I Pemaririabs [
T |
& Feenbangunan
lman
9 Peuablnnan —
L v b Sy
& Pemberdayann |
bt nynralicat
JUWLAH TOITAL =
Mengerahui Dess .., e 20..
Kepala Dess Pelaksana Kegiaton
i 00 i R AR [ dssssresaesin s s |
' Judul KEnlom Dhiisd dengan
Mis Momar urut
I_B.:'l:la.ng Bidang pemenerintahan pembangunan [:rl:mbl.nas.n
| kemasvarakatan, pemberdayoan masvaralot
| Sub Bidang ) Sub hidang kegiatan

Jenis Keglatan

Jenis kegiatan

[ Jokast kegiatan

Lokaai kegiatan BT/ REW /Dusun




Volume | Volume kegiatan

Satuan m/m?/ unit/lainnya sesuai kegiatan

BLE.; (Ep) jumlah dana Fe—

Realisasl sasamn [Jumlah) ..-Jumlah Easa.na.n laki-lakd dan perempuan

Realisasi sasaran (LakiZ) Jumlah pemandaat laaki-Jali T
Realisasi 2asaran Jumlah ]:rr:rneuﬂ:i;; PETEI RLAN

|Perempuari)

Realisasi sasaran [A-RTM) Junilsh perankint laki-lakd. Angsota Ruimah Tenggs Moskin
Rencana waktu pelak- Perkiraan Jjumiah han];:-ld.ksanu.u -

sanaan (Jumlah har)

Rencana wakiu pelaksanaan | Perkiraan langgal mualai pelaksanaan

[Tgl Mulai)

Rencana wakio pelaksanaan | Perkiraan tu.nggﬂj_sclcam pelaksanann

[Tgl Selesai)

Progres kegiatan [fisik %o} Prosentase 'EH.:TR.'.'H'IUHTEE;JII. Prises Ft;luhsun-;lan krﬁtitﬁn fimik

Propres kegiatan (biava 95| | Prosentase perkembangan biaya proses pelalsanaan
kemntan

Digitally signed
by Bagian Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.02.12
08:32:17 +07'00'
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